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ABSTRAK 
Program studi Ilmu pemerintahan 
Jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin  
Skripsi, Mei 2013 
 
Asrul Nurdin, Nomor Pokok E 121 08 001, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurursan Politik 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Menyusun skripsi dengan judul 
“Implementasi Kebijakan Pemerintah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”, Di bawa bimbingan Prof. Dr. H. 
Faried Ali. SH. MH dan Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan 
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai 
bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makssar, 
serta faktor-faktor yang memepengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 
2008. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan 
gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data 
diperoleh dari wawancara, observasi,dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan 
dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai 
dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama 
yang ingin dijawab pada penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 
2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa 
program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha 
rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 
2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik 
itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas 
(1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah 
daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk 
membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana 
dan prasarana yang mendukung program  pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. 
Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) 
kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi 
tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal 
sebagaimana yang diharapkan selama ini 
 
 
 
 
ABSTACT 
 
 
Government Science Program 
Department of Political Government  
Faculty of Social and Political Sciences 
Hasanuddin University  
Minithesis, May 2013 
 
 
Asrul Nurdin, registration number E 121 08 001, Government Science Program, Department 
of Political Government, Faculty of Social and Political Sciences, Develop Mini thesis with 
the title "Implementation of Government Policy No. 2 of 2008 on Development of street 
children, homeless, beggars, and buskers in Makassar City", in the guidance of Prof. take. 
Dr.. H. Faried Ali. SH. MH and Dr. Hj. Rabina Yunus, M. The. 
The purpose of this study is to investigate the implementation process and analysis Regional 
Regulation No. 2 of 2008 Regional Makassar discussing the form of coaching street kids, 
homeless, beggars, and beggars in the  Makssar city, as well as the factors that affect 
implementation process no local regulations in 2008 . This type of research used in this study 
is descriptive in order to give an idea or an explanation of the data acquisition and qualitative 
research procedure, the data obtained from interviews, observations, and archival. The results 
of the study are considered relevant to the problem under study were analyzed qualitatively 
through data reduction corresponding to the key points in the study and focus on the main 
issues to be answered in this study. 
The results showed that the implementation of local regulation No. 2 of 2008 in the city of 
Makassar, Makassar city administration has done some form of guidance prevention training 
program, advanced training, and rehabilitation work in accordance with the guidance set out in 
the direction of local regulation No. 2 of 2008 in the city of Makassar . further empower the 
street children, vagrants, beggars and buskers. The factors that influence both it is support and 
it is supporting factor inhibitors which consists of (1) the availability of regulation as a legal 
basis to minimize the number of street children, vagrants, beggars and buskers, (2) Emergence 
of cooperation between local governments and private companies , (3) availability of adequate 
resources to foster street children, vagrants, beggars and buskers, (4) Availability of facilities 
and infrastructure that support the program pembinaaan and (5) an adequate budget. While 
inhibiting factor consisting of (1) modernization, industrialization, urbanization (2) poverty, 
(3) social, (4) social change, from all the facts that happened to the writer said that the 
application of this rule is not quite optimal as expected during this 
 
 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi yang menuntut 
demokratisasi dalam praktek dan sosial pascarezim orde baru merupakan salah satu 
agenda bersama gerakan reformasi. Di sela-sela tuntutan tersebut terdapat gugatan 
terhadap tuntutan akan kesejahteraan rakyat sebagai tindakan yang relevan akan 
semangat demokrasi tersebut. Karena diperlukanya paradigma atau cara pandang 
baru dalam menyikapi setiap tuntutan masyarakat yang semakin heterogen. 
Konsep pemerintahan demokrasi yang menuntut masyarakat untuk ikut terlibat 
langsung dalam setiap aktifitas politik, apapun ras dan kondisinya. Realisasi dari 
tujuan ini mungkin dilakukan sebagai suatu kesempatan pengambilan kebijakan yang 
mengarah pada kesejahteraan masyarakat. 
Beberapa teoritik menjustifikasi aturan umum atas dasar keputusan bersama 
rakyat. Sementara teoritik yang lain melihatnya sebagai alat untuk mencegah 
kekejaman kekuasaan politik. Berbagai faktor penunjang dalam keberhasilan suatu 
konsep bernegarah seperti konsep demokrasi mengharuskan masyarakatnya mampu 
untuk berpikir akan setiap tindakan politik yang dia rasakan. Jelas bahwa sebagai 
mahluk yang berkehidupan sosial tidaklah menguntukkan baginya untuk duduk manis 
sementara semua keputusan mengenai masyarakat dibuat oleh penguasa yang tidak 
dia upayakan untuk mengontrol atau mengarahkannya. Seperti diketahui bahawa 
partisifasi aktif dalam hal-hal yang memperbaiaki suatu eksistensi beradat, 
masyarakat atau negara merupakan bagian yang penting dalam perkembangan 
wataknya. 
Zaman di mana  masyarakat senantiasa tidaklah stagnan pada kondisi 
keseharian yang dimiliki, menjadikannya sebuah fenomena pantas untuk dikaji. 
Dinamika yang berkembang tersebut seringkali tidak terlepas dari peranan struktur 
makro yang mengatur sebuah masyarakat tertentu. Pemerintah dan aparatur 
penyokongnya merupakan salah satu faktor makro tersebut yang wajib ditekankan 
sebagai salah satu faktor penyokong bergeraknya arus dinamika tersebut. Sejak 
terbukanya sejarah mengenai pemerintahan satu persatu teori mengenai fungsi dan 
peran pemerintah berjejal, dinamikanya berlangsung dengan mobilitas yang cepat. 
Masalah yang mendera juga satu per satu datang pasca kedatangan sistem 
pemerintahan. Sontak sistem tersebut mendapatkan tekanan sebagai institusi 
berwenang menyelesaikan setiap persoalan. 
Gejolak kehidupan bernegara dewasa ini masih menyelimuti gemuruhnya 
suasana demokrasi untuk menentukan siapa sebagai calon pemimpin bangsa, 
dimana masyarakat menengah ke bawah terpengaruh adanya kenaikan harga bahan  
pangan yang kian melambung, pengaruh terhadap masyarakat di kalangan petani 
didorong oleh  merebaknya isu positif dikalangan usahawan yang mendorong 
perekonomian sehingga pergolakan politik tidak menimbulkan kekerasan sehingga 
pengaruhnya terhadap masyarakat dapat memikat investasi local maupun asing 
untuk menanamkan modalnya.  
Pertumbuhan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, 
khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk 
yang kian hari kian bertambah sehingga menimbulkan jumlah angka kriminalitas dan 
pengangguran juga ikut bertambah. Keberhasilan percepatan pembangunan di 
wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan 
mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan jumlah 
penduduk kian melonjak. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya 
permukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini. 
Sebagai alat pemicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kesatuan visi dan isi 
suatu bangsa dimasa kini dan masa yang akan datang, perlu diciptakan, untuk itu 
diperlukan adanya strategi kebijakan dalam pembangunan perekonomian secara 
nasional jangka pendek hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian 
jangka panjang. Disisi lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah 
kehidupan yang sangat mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu 
lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat 
menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral 
bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat 
itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra 
bangsa didunia Internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan 
pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan Pengemis dan gelandangan 
yang kian hari makin bertambah.  
Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat 
menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia 
adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam 
undang-undang dasar Negara republic Indonesia Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 
disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 
Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua 
anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya 
yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara 
oleh Negara. Penanganan masalah masyarakat miskin yang bergantung pada 
penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, 
bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada 
dekat anak tersebut harus dapat membantu pertumbuhan anak dengan baik.  
Mengenai anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi seperti 
adanya panti-panti yang khusus menangani masalah anak terlantar tetapi karena 
kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan tersebut maka kelihatannya panti-panti tadi tidak berfungsi 
dengan baik. Tetapi sekarang semakin banyak yayasan - yayasan serta lembaga 
swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak melakukan berbagai kegiatan 
seperti belajar bersama dengan menggunakan fasilitas yang tersedia seperti 
perpustakaan keliling yang bertujuan untuk menjadikan anak-anak terlantar menjadi 
orang yang berguna dan lebih baik lagi. 
Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana 
mengurangi jumlah pengemis dan geladangan. Pemerintah pusat bekerja sama 
dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang 
dituangkan dalam peraturan peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam 
undang-undang no 2 tahun 2008  Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Pemerintah daerah dalam peraturan 
daerah tersebut sendiri telah mencanagkan beberapa program pembinaan dan 
pengalokasian anak Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Namun 
apa yang terjadi saat ini, masih banyak masyarakat miskin tersebut yang seharusnya 
mendapat perhatian pemerintah hingga saat ini banyak kita temukan di jalan-jalan ibu 
kota Makassar. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang 
bergeser semakin jauh menyimpang.   
Pergeseran nilai dan sikap  anak–anak dan remaja telah terjadi dan seakan – 
akan sulit dibendung.  Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat 
tanpa batas dan juga masalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang 
komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma. 
Sebagai contoh jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun, banyak 
hal yang menjadi faktor pendorong ataupun penarik bagi seorang untuk terjun dan 
bergabung menjadi gelandangan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Belum 
lagi masalah masyarakat yag tergolong msikin dan mencari nafkah di jalanan. 
Fenomena merebaknya masyarakat miskin sebenarnya telah lama menjadi 
masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. 
Hampir di setiap jalan kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan, gelandanga, 
dan pengamen yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan Kota 
Makassar dan sebagainya. Perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial di 
Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai 
fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat 
pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi dan urbanisasi, 
sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk 
keberadaan anak jalanan, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi 
Pemerintah Kota Makassar. 
 Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang 
disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, 
ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, 
kesehatan dan sebagainya. 
Dari konsep demokrasi jelas bahwa peran pemerintah dan masyarakat 
sangatlah dibutuhkan dan harus dibarengi dengan semua potensi yang dimiliki. 
Namun dengan fenomena Kemiskinan dan semakin banyaknya masyarakat miskin 
yang menafkahi dirinya di jalanan yang kemudian diterlantarkan  membuat konsep ini 
tidak akan berjalan ideal. Jelas masalah ini bukan lah sebauh masalah yang harus 
dikesampingan. Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur permasalahan 
fonemona kemiskinan perlu dikaji ulang. Hal ini lah yang mendasarkan bagai penulis 
untuk mengangkat sebuah judul mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Peraturan daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen. 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota 
Makassar tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen. 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi kebijakan peraturan 
daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar tentang pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka penelitian yang akan dilaksanakan 
berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan dan untuk membahas mengenai 
implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 Tahun 2008 di 
kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
perda no 2 Tahun 2008 di kota makassar 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:  
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah 
satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang 
mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang 
sosiologi pemerintahan, dan budaya pemerintahan. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota makassar sebagai dasar 
untuk program pemeberdayaan masyarakat miskin kota berdasarkan fonemena 
yang dihadapi. 
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi 
penelitian berikutnya. 
1.5 Kerangka Konseptual 
Negara, sebagaimana yang didefinisakan oleh Weber, adalah kelompok 
korporasi yang dkoordinasika secara imperative di mana pelaksanaan aturan-
aturanya terus dilakukan dalam wilayah yanga ada dengan menerapkan kekuatan 
dan ancaman fisik pada staf administrasi. Sebagaimana instusi politik lainya, Negara 
adalah asosiasi hubungan manusia yang menguasai manusia lain. 
 Studi tentang pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
sebagai aparatur Negara sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena 
ini menyangkut output dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh 
masyarakat. 
 Implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari 
sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap 
pengevalusiaan. Maka dari itu akan dipaparkan beberapa konsep sesuai dengan 
batasan-batasan dari proposal penelitian ini. 
Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian 
yang akan dilakukan, untuk itu penulis akan mengutip beberapa pendapat ahli yang 
berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji.  
Implementasi sendiri menurut Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa 
implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-
kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya, sedangkan menurut Daniel 
A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin 
Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu, 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian 
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
  
 Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan 
kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah 
dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi 
dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini : 
 
 
 
     
Sumber : Bambang Sunggono (1994:139) 
Dari skema tersebut terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu 
kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil 
kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit 
antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah 
dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, 
Misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap 
sebagai  hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau 
Dampak 
akhir 
kebijakan 
Dampak 
segara 
kebijakan 
Proses 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
“policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-
hasil sampingan disamping “policy performance” yang diperoleh. 
Subarsono (2008;89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 
mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 
a. Teori George C. Edward 
dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variable, yaitu : 
1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
imlpementasi. 
2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) 
menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan 
masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat 
kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat 
mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai 
(pelaksana) dan insentif 
4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 
berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur 
organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah 
dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 
kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek 
dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) 
dan fragmentasi. 
Berdasarkan pemahaman diatas konklusi dari implementasi jelas mengarah 
kepada pelaksaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya 
adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang 
terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi 
terdapat kata “rangkaian terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya 
implmentasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrument. 
Pemerintah dalam hal ini adalah yang membuat dan melaksanakan peraturan 
daerah merupakan pion penting dalam penyelengaraan pemerintahan. pelayanan 
dan pengaturan berkenaan dengan nilai dasar yang dijelaskan pada konsep tetang 
masarakat yaitu mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Yang pertama mengenai 
tugas pengaturan, jika yang bertugas mengatur adalah pemerintah maka yang diatur 
adalah yang-diperintah dalam hal ini masyarakat. Berarti pemerintah memiliki hak 
untuk mengatur dan masyarakat memiliki kewajiban untuk diatur. hal ini terkait 
dengan konsep implementasi kebijakan. 
Dalam aturan peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak 
jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen, Pemerintah Daerah yang 
dimaksud penulis dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut adalah aparatur 
yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan perda. Pemerintah daerah yang 
berwewenang dalam hal ini yaitu DPRD Kota Makassar Komisi D bagian 
Kesejahteraan Masyarakat, dan Dinas Sosial Kota Makassar. 
Penjelasan mengenai peraturan daerah no tahun 2008 di kota Makassar 
mengenai konsep pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, 
gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan 
mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasarbagi kemanusiaan; 
Tujuan utama penyelengaraan pemerintah daerah adalah menciptakan 
kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah Kota Makassar melalui 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak 
jalanan menegaskan ada beberapa pembinaan dalam mengurangi pertumbuhan 
jumlah rakyat miskin kota yang di kelompokan sebagai anak jalanan, gelandangan, 
pengemis, dan pengamen yang berada di Kota Makassar. Sekarang yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Makassar, yaitu: 
1) Program pembinaan. Program pembinaan yang dimakasud ada bebarapa di 
dalamnya yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, serta rehabilitasi 
sosial. 
2) Pengurangan terhadap prilaku eksploitasi dimana Pemerintah Kota Makassar 
sebagai barometer dari pelaksanaan suatu kebijakan harus menindak tegas 
pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi kegiatan dari anak jalanan. 
3) Melakukan pemberdayaan yaitu proses penguatan keluarga yang dilakuan secara 
terencana dan terarah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki tiap individu yang 
dibina. 
4) Bimbingan lanjut yaitu salah satu cara pembinaan yang dilakukan melalui 
kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya. 
5) Partisipasi Masyarakat disini yang dimaksud adalah tingkah laku masyarakat yang 
tidak memberikan kebiasaan kepada anak jalanan untuk senangtiasa meminta-
minta. 
Selanjutnya ketika kita berbicara tentang bagaimana implementasi suatu 
kebijakan dapat berjalan efektif tentu dipengaruhi oleh bebrapa faktor. Dimana faktor-
faktor yang dimaksud, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah sagala hal yang sifatnya 
membantu tersosialisasinya kebijkan pemerintah dalam hal ini adalah 
peraturan dareah no 2 tahun 2008  di Kota Makassar.  
 
 
2. Faktor Penghambat 
Faktor Penghambat sendiri disini merupakan segala sesuatu yang menjadi 
pengganjal atau yang menghalangi terselenggaranya peraturan daerah no 2 
tahun 2008 di kota Makassar.. 
 Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerang konseptual darri penelitian 
tentang Impelemntasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak 
Jalanan, Pengemis, Gelandangan, dan Pengamen adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
PERATURAN DAERAH KOTA 
MAKASSAR 
NO 2 TAHUN 2008 
Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Implementasi 
Kebijakan Perda Kota 
Makassar no 2 tahun 2008 
 
1. Faktor Pendukung 
a. Regulasi Pembinaan yang 
tertian dalam Perda No 2 
tahun 2008 
b. Sumberdaya Yang 
memadai 
c. Terjalinya kerjasama 
dengan LSM dan pihak 
swasta yang mengatas 
namakan tempat 
perlindungan 
d. Anggaran 
2. Faktor Penghambat 
a. Modernisasi, 
Industrialisasi, dan 
Urbanisasi 
b. Kemiskinan 
c. Kondisi dan Perubahan 
Sosial 
 
 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR : 
Dinas Sosial, Lembaga Sosial,  
1. Pembinaan 
2. Pembinaan Lanjutan 
3. Usaha Rehabilitas 
4. Pemberdayaan 
5. Controling yang bersifat 
bimbingan berkelanjutan 
6. Peningkatan Pasrtisipasi 
Masyarakat 
Berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 
Makassar dalam Pembinaan dan Pengalokasian Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen”  maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kota 
Makassar dalam hal ini dinas yang terkait adalah dinas sosial, dan berbagai lebaga 
social yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
1.6.2 Tipe Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penilitian 
Kualitatif yaitu merujuk pada ”cara-cara” mempelajari aspek kualitatif dari kehidupan 
sosial yang mencangkup beragam dimensi sosial dari tindakan ”Action” dan keadaan, 
hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan 
makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. Metode 
penelitian kualitatif tidak hanya menuntun untuk mengumpulkan data, melainkan juga 
menuntun terhadap bagaimana data hendak dianalisis. 
1.6.3 Objek dan Informan Penelitian 
Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Sosial Kota Makassar. 
Pemilihan objek ini atas pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan instansi 
yang bertanggung jawab dalam hal berhasi tidaknya bembinaan anak jalana yang 
ada di Kota Makassar. 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih  
berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui : 
a) Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti  
b) Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang 
dimaksud. 
2) Data Sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui : 
Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau 
data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan 
pencarian data melalui fasilitas internet. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan 
tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Validitas dan rehabilitasi data kualitatif banyak bergantung pada keterampilan 
metododligis, kepekaan, dan integritas penelitian. Ovservasi yang sistematis dan 
ketat (rigorous) melibatkan jauh lebih dari hanya berada di suatu tempat dan melihat-
lihat ke sekelilingnya. Melakukan wawancara yang terampil melibatkan jauh lebih dari 
hanya mengajukan pertanyaan. Ananlisis isi menuntun jauh lebih banyak dari hanya 
membaca apa yang ada. 
Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji ihwal tertentu 
secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah besar 
informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan 
pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi 
kemungkinan generalisasi. 
Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrument. Validitas dalam metode-
metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan 
kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan. 
1.6.5 Informan Penelitian 
Untuk mengetahui data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan 
informan. Pemilihan informan dengan cara purposive sampling ini karena peneliti 
menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang 
diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. 
Adapun informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar 
2. Lembaga yang mengatas namakan lembaga sosial (pantiasuhan) 
1.6.6 Definisi Operasional 
Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah : 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka 
penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang 
dioperasionalkan melaui beberapa indikator sebagai berikut: 
1) Implemementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan aturan 
yang lebih difokuskan lagi sebagai kebijakan pemerintah. Implementasi juga 
bertujuan untuk mencapai dan mangukur sampai sejauh mana tingkat 
keberhasilan aturan atau program pemerintah tersebut berjalan dalam hal ini 
kebijakan pemerintah. 
2) Kebijakan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mutlak dan 
wajib dijalankan dengan persetujuan sebagai aturan atau landasan hukum. 
Kebijakan pemerintah daerah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan wajib 
dilaksanakan. 
3) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan 
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang 
diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu 
4) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kebijakan Pemerintah Daerah No. 2 tahun 2008 mengenai pembinaan anak 
jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar 
5) Defenisi anak jalanan. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu 
children on the street dan children of the street. Namun pada perkembangannya 
ada penambahan kategori, yaitu children in the street atau sering disebut juga 
children from families of the street. Pengertian untuk children on the street adalah 
anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih 
mempunyai hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam 
kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan sentiasa 
pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi 
dan tinggal di jalanan namun masih mengekalkan hubungan dengan keluarga 
dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. 
Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan semua atau 
sebahagian besar waktunya di jalanan dan tidak mempunyai hubungan atau ia 
memutuskan hubungan dengan ibu bapa atau keluarganya. Children in the street 
atau children from the families of the street adalah anak-anak yang 
menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang 
hidup atau tinggalnya juga di jalanan 
6) Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma 
kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian 
dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap; Istilah gelandangan berasal dari kata 
gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai 
tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya para 
gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan 
peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang 
cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. 
Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di 
sektor informal. 
7) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-
minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas 
kasihan orang lain. Weinberg (1970 : 143-144) menggambarkan bagaimana 
gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di 
perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang 
negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995 : 220) 
menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada 
kumpulan masyarakat pada umumnya. 
8) Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yg melakukan apresiasi seni 
melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat 
didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang 
kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara 
ikhlas; 
9) Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 
terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah 
meluasnya anak jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. Adapun 
bentuk pembinaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: 
a) Program pembinaan. Program pembinaan yang dimakasud ada bebarapa di 
dalamnya yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, serta 
rehabilitasi sosial. 
b) Pengurangan terhadap prilaku eksploitasi dimana Pemerintah Kota Makassar 
sebagai barometer dari pelaksanaan suatu kebijakan harus menindak tegas 
pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi kegiatan dari anak jalanan. 
c) Melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan yaitu proses penguatan 
keluarga yang dilakuan secara terencana dan terarah sesuai dengan 
keterampilan yang dimiliki tiap individu yang dibina. 
d) Bimbingan lanjut yaitu salah satu cara pembinaan yang dilakukan melalui 
kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya. 
e) Partisipasi Masyarakat disini yang dimaksud adalah tingkah laku masyarakat 
yang tidak memberikan kebiasaan kepada anak jalanan, gelandangan, 
pengemis, dan pengamen  untuk senangtiasa meminta-minta. 
10) Dalam implementasi suatu kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi 
berhasi tidaknya kebijakan itu terlaksana. Fakto-faktor yang dimaksud ada yang 
bersifat mendukung dan ada yang bersifat penghambat. 
 
1.6.7 Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik 
analisis secara kualitatif,  prosedur penelitian tidak distandardisasi dan bersifat 
fleksibel. Jadi, yang ada adalah petunjuk yang dapat diapakai, tetapi buakan atauran. 
Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, 
walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah 
pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau in-depth interviw. 
Observasi (pengamatan) yang dimaksud disini adalah ”deskripsi secara sistematis 
tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti” 
(Marshall & Rossman, 1989:79). Pengamatan dapat bervariasi mulai dari yang 
sangat terstruktur dengan catatan rinci mengenai tingkah laku sampai dengan 
deksripsi yang paling kabur tentang kejadian dan tingkah laku. Sedangkan 
wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada 
percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Marshall & Rossman, 1989:82). 
Dalam hal melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang kaku haruslah 
dihindari, sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat umum 
berdasarkan substansi setting atau berdasarkan kerangka konseptual. 
Oleh karena tidak menggunakan instrumen penelitian yang terstruktur dan 
baku, peranan penelitian sangatlah penting. Pada saat pengumpulan data, seorang 
peneliti yang melakukan penellitian kualitatif juga berfungsi sebagai instrumen 
penelitian. Sehubungan dengan itu banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum dan 
pada saat pengumpulan data, seperti mencari key informan yang aka dijadikam 
sumber informasi tentang orang – orang dan setting yang diteliti, menjalin hubungan 
baik dengan orang – orang yang diteliti, mengadakan pendekatan – pendekatan 
serta menciptakan suasana ’enak’ sebelum memulai suatu wawancara. Hasil 
pengamatan dan wawancara mendalam direkam dan dicatat secara sistematis. 
Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 
mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus 
penelitiannya. Pengolahan data kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan komputer. Selanjutnya bila penelitian tersebut dimaksudkan untuk 
membentuk proposisi- proposisi atau teori, maka analisis data secara induktif dapat 
dilakukan melalui beberapa tahap (Taylor dan Bogdan, 1984:127) seperti yang 
dilakukan dalam grounded research sebagai berikut: 
1. Membuat definisi umum/sementara tentang gejala yang dipelajari. 
2. Rumuskan suatu hipotesis untuk menjelaskan gejala tersebut (hal ini dapat 
didasarkan pada data, penelitian lain, atau pemahaman dari peneliti sendiri). 
3. Pelajari suatu kasus untuk melihat kecocokan antara kasus dan hipotesis. 
4. Jika hipotesis tidak menjelaskan kasus, rumuskan kembali hipotesis atau definisi 
kembali gejala yang dipelajari. 
5. Pelajari kasus – kasus negatif untuk menolak hipotesis. 
6. Bila ditemui kasus-kasus negatif, formulasikan kembali hipotesis atau 
defenisiskan kembali gejala. 
7. Lanjutkan sampai hipotesis benar-benar diterima dengan cara menguji kasus-
kasus yang bervariasi. 
Penerpana sebuah metode penelitian sangatlah tergantung dari research 
quetsion yang telah ditentukan. Dengan kata lain, tak semua hal yang diteliti dapat 
terungkap dengan menerapkan metode penelitian kulitatatif. Sebaliknya, untuk 
mengungkap suatu fenomena sosial tertentu mutlak harus menggunakan metode 
penelitian kualitatif. 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan 
teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep Impelemntasi, Kebijakan 
Publik, Pemerintah, Pembinaan, Dan objek dari peneltian diantaranya Anak jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. 
2.1 Konsep Implementasi 
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan publik 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti pelaksaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan 
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) 
berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat 
terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk 
mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang 
nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. 
Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 
bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk 
positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau 
diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling- berat, karena disini masalah-
masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konep, muncul dilapangan. Selain itu, 
ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan 
secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana 
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 
kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau 
dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau 
tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep 
Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya : 
 
Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi 
kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijaksanaan sebelumnya.  
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 
(1979) sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), 
mengatakan bahwa, yaitu, 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijaksanaan yakni  
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
 
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses 
implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu 
program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, 
dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 
segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun 
yang tidak diharapakan. 
Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi 
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 
Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono 
(2006;13), bahwa: 
“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya 
mencapai hasil.” 
 
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, 
dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan 
suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan 
yang ingin diraih. 
Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat 
enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; 
1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan 
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan 
sasaran kebijakan kabur, 
2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 
manusia. 
3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 
sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program. 
4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 
dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, 
yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada 
di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi 
kebijakan. 
6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman 
terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi 
nilai yang dimiliki oleh implementor. 
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, 
dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan 
suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan 
yang ingin diraih. 
2.1.2 Teori-teori Implementasi 
Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. Berikut disini ada  sedikit 
info tentang pengertian implentasi menurut para ahli. 
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 
penerapan.Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 
mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam 
Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah 
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai 
aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam 
Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 
2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” 
Subarsono (2008;89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 
mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 
a. Teori George C. Edward 
dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variable, yaitu : 
a).  Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
imlpementasi. 
b).  Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial. 
c).  Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) 
menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan 
masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat 
kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat 
mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai 
(pelaksana) dan insentif 
d).  Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 
berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur 
organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah 
dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 
kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek 
dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) 
dan fragmentasi. 
b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu 
Karakteristik masalah (tractability of the problems) 
a).  Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di 
satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah 
dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk. 
b).  Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa 
suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila 
kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman 
kelompok sasaran relative sama. 
c).  Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah 
program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya 
mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif 
mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak 
terlalu besar 
d).  Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program 
yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan 
relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan 
untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. 
Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation),  yaitu : 
a).  Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah 
kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena 
implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan 
nyata. 
b).  Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana 
kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena 
sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada 
modifikasi. 
c).  Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, di 
mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap 
program social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta 
memonitor program yang semuanya memerlukan biaya, 
d).  Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai 
institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh 
kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat 
dalam implementasi program. 
e).  Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 
f).  Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi 
yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah 
satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk 
melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program. 
g).  Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpastisipasi 
dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang 
memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative 
mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan 
masyarakat. 
Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation), yaitu : 
a).  Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 
dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative 
mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat 
yang masih tertutup dan tradisional. 
b).  Dukungan publik  sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang 
memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, 
sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga 
BBM akan kurang mendapatkan dukungan public. 
c).  Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups), dimana kelompok 
pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi 
kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakuakn 
intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana 
melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah 
keputusan, dan kelempok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui 
kritik yang dipubliksikan terhadap badan-badan pelaksana. 
d).  Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada 
akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang 
telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, 
sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam 
membuat prioritas tujuan dan selanjutnya marealisasikan prioritas 
tujuan tersebut. 
c. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat lima 
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; 
a).  Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan 
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar dan 
sasaran kebijakan kabur, 
b).  Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 
manusia. 
c).  Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 
sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program. 
d).  Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 
e).  Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 
dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, 
yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada 
di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi 
kebijakan. 
e).  Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman 
terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi 
nilai yang dimiliki oleh implementor. 
d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang 
dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; kondisi 
lingkungan; hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk 
implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 
e. Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining 
Welmer dan Vining (Subarsono, 2006;103) mengemukakan bahwa 
terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu program, yaitu 
1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan 
yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan 
teoritis. 
2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
lingkungan dalam hal ini encakup lingkungan social, politik, ekonomi, 
hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada 
suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain 
yang berbeda.  
3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 
2.1.3  Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa 
faktor penghambat,yaitu: 
a) Isi Kebijakan  
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 
kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-sarana 
dan penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama 
sekali  tidak ada. Kedua ,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari 
kebijakan. Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan 
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, pemyebab lain dari 
timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena 
kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-semberdaya pembantu, 
misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 
b) Informasi 
Implemntasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran 
yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk 
dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya 
akibat adanya gangguan komunikasi 
c) Dukungan 
Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan tersebut. 
d) Pembagian potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 
kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku 
yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas 
dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat 
menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab 
kuran disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adnya pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas.  
Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 
controversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam 
implementasinya. 
Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota 
masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan public, yaitu : 
1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat 
kurang mengikat individu-individu : 
2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana 
mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau 
bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah. 
3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota 
masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau 
dengan jalan melawan hukum.  
4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang 
mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber 
ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik 
5) Apa bila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 
system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok 
tertentu dalam masyarakat. 
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 
tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 
apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila prilaku atau 
perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka 
suatu kebijakan public tidaklah efektif. 
2.2 Konsep Kebijakan 
Kebijakan Publik 
Lingkup dari stdi kebijakan public sangat luas karena mencakup berbagai 
bidang dan sector seperti ekonomi, politik, social, budaya, hokum, dan sebagainya. 
Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan public dapat bersifat nasional, regional 
maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 
peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan 
daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 
Oleh karenanya dalam pembahasan ini penelitian menyajikan teori-teori 
kebijakan public, pendekatan dalam studi kebijakan public hingga proses kebijakan 
public. Karena pada hakikatnya  perda kota Makassar No 8 tahun 2008 tentang Anak 
jalanan, Gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan salah satu bentuk dari 
kebijakan public. 
a. Pengertian  Kebijakan Publik 
Secara umum isitilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 
secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat benyak kesamaan dan sedikit 
perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bola kedua istilah itu 
dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga 
terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia.  
 
a) Kebijakan : kepandaian ; kemahiran; kemahiran Kebijakan berarti : 
1) Hal bijaksana; kepadaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan 
pengetahuan)  
2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan dan 
sebagainya) 
3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulutan dan 
sebagainya). (Poerwadarmita, 1994:115) 
b) Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, 
menguntungkan atau positif. Kebijaksaan berarti : 
1) Pandai :mahir; selalu menggunakan akal budinya 
2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap  
Sendangkan policy berasal dari bahasa Latin politea  yang berarti 
kewarganegaraan. Karena policy dikaitkan dengan pemerintah, maka lebih tepat jika 
diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan. 
Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam 
praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan 
yang sangat berbeda. 
Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich dalam Budi 
Winarmo memberikan pengertian sebagai berikut: Bahwa kebijakan sebagai suatu 
arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi 
dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau 
maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (policy) yaitu 
kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat Negara. Kebijakan publik dapat juga berarti 
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 
pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 
Bentuk kebijakan public itu bias berupa undang-undang atau peraturan daerah 
(Perda) dan yang lain . 
Ada bebrbagai defenisi tentang kebijakan public yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli. Misalnya yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 
yang dikutip oleh Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai : 
“keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah 
laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan 
tersebut. Dye yang dikutip Agustino mengatakan bahwa, “kebijakan public adalah 
apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui 
defenisi ini kita dapat memeahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan 
dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh 
pemerintah. 
Meskipun terdapat bebagai defenisi kebijakan negara (Publik policy), seperti 
yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam setiap kebijakan pasti 
membutuhkan orang-orang sebagai perencanaan atau pelaksaan kebijakan maupun 
objek dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan public dibaca dalam lingkar otoritas 
Negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang 
tidak memadai atau juga pilihan agenda setting yang kurang tepat. 
Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme Interaksi antar 
Individu. Proses pertukaran dan peraturan antar Individu dapat menciptakan sebuah 
mekanisme sendiri, yaitu yang merupakan sebuah proses panjang dari transformasi 
di dunia politik.  
Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan 
kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan turut mewarnai 
proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangatlah memungkinkan terjadi karena 
sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak 
ksosng. 
Dari pengertian kebijakan public yang diuraikan diatas dapat disimpulkan 
bahwa: 
(1) Kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 
pemerintah. 
(2) Kebijakan public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu 
mempunyai tujuan tertentu. 
(3) Kebijakan public ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
b. Tujuan Kebijakan 
Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan 
kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitab dengan tujuan-tujuan 
penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu. 
1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator) 
2) Memajukan perkembangan dari masyarakatdalam berbagai hal (Negara 
sebagai stimulator) 
3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator) 
4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai 
distributor). 
c. Jenis Kebijakan Publik 
 Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai 
berikut : 
1) Substantive Policies  and Procedural Policies. 
Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di 
hadapi oleh pemerintah . Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan di 
bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang 
menjadi tekanan dari substansi policies adanya pokok masalahnya (subject 
matter) kebijakan. 
Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana 
saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu 
kebijakan publik diimplementasikan. 
2) Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies. 
Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian 
pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, 
perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive Policies adalah 
kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau 
hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Self Regulatory policies 
adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran 
perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang. 
3) Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau 
penyediaan sumber –sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau 
mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber 
material tersebut. 
4) Publik Goods and Private goods policies. 
Publik goods policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan 
barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. 
Private goods policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan 
barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang 
tersedia di pasar bebas,dengan imbalan biaya tertentu. 
 
 
d. Proses Kebijakan Publik 
Hogwood dan peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah 
kebijakan yaitu policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy 
termination. Policy innovation adalah saat dimana pemerintah berusaha 
memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk-piruk kepentingan yang 
ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang 
relevan dengan konteks tersebut. Policy succession akan terbentuk setelah aspirasi 
itu didengar oleh pemerintah dan pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada 
dengan kebijakan baru yang lebih baik. Polici maintence adalah sebuah 
pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep 
the polcy on track. Policy termination adalah saat dimana kebijakan yang ada 
tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan. 
Kebijakan Negara dalam bentuk kebijakan hukum yang disepakati dalam tata 
urutan kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan strategi yang tertinggi. Dari 
sanalah lahir berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang secara hierarki 
dimulai dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang dasar, (dulu) disebut Garis-
garis besar Haluan Negara, hingga pada tingkat terbawah seperti peraturan-
peraturan dareah. 
Kebijakan pemerintah berkaitan dengan system kehidupan nasional yang 
berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk dalam 
segala aspek kehidupan social, dan ada saat-saat di mana konflik dapat diredam 
dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan social, 
dan ada saat semua konflik harus dikembangkan dalam alam demokrastis guna 
pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini akan berbeda-beda pula dalam setiap 
konteks kehidupan, seperti  konteks politik, administrasi Negara dan pemerintahan 
daerah. 
Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku 
kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimkasudkan dengan 
lingkungan adalah keadaan social politik, social budaya, social ekonomi, pertahanan 
dan keamanan, kehidupan social, basional, regional, dan internasional, yang secara 
khusus akan menjadi topic pada pembicaraan selanjutnya. 
Dalam konsep lainya seorang pakar bernama William N. Dunn (1994) 
mengatakan proses ananlisis kebijakan public merupakan serangkatan aktivitas 
intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis 
itu Nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, 
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian 
kebijakan. Sementara aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 
kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang lebih bersifat 
intelektual, dapat diamati melalui table berikut. 
Tabel 2.2 
Proses Kebijakan Publik 
Tahap Karakteristik 
Perumusan Masalah 
 
Forecasting (Permalan) 
 
 
 
Rekomendasi Kebijakan 
 
 
 
Monitoring Kebijakan 
 
 
 
Evaluasi Kebijakan 
Memberikan informasi mengenai 
kondisi-kondisi yang menimbulkan 
masalah 
Memberikan informasi mengenai 
konsekuensi di masa mendatang 
dari diterapkanya alternative 
kebijakan, termasuk apabila tidak 
membuat kebijakan 
Memeberikan informasi mengenai 
manfaat bersih dari setiap 
alternative, dan merekomendasika 
alternative kebijakan yang 
memberikan manfaat paling tinggi 
Memberikan informasi mengenai 
konsekuensi sekarang dan masa 
lalu dari diterapkannya alternative 
kebijakan termasuk kendala-
kendalanya. 
Memberikan informasi mengenai 
kinerja atau hasil dari suatu 
kebijakan 
Sember : AG. Subarsono (2005:9) 
Jika isu kebijaksaan adalah usaha sistematis untuk  merumuskan 
masalah,evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan 
tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi.Salah satu 
perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu.Isu kebijaksaan disiapkan 
sebelum tindakan dilakukan (bersifat prospektif),sedangkan program  evaluasi 
kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan 
yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000:169) ini menjadi dasar pemikiran 
untuk menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan. 
 Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksaan dimulai  
dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan masalah, 
peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatife, dan pembuatan usulan. Evaluasi 
program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil membutuhkan cara 
penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksaan yang baru,dan 
kerangka arah tindakan yang baru atau diperbarui, meskipun evaluasi program 
kebijaksaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit. 
 Berbagai argumentasi Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang 
menyebabkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode-metode ”evaluasi 
kebiajakan” dari pada “ analisis kebijakan”. Karena dengan melakukan evaluasi 
kebijakan yang telah dikeluarkan outputnya akan menghasilkan rekomendasi 
tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka tentunya 
sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih lebih konkrit. Sementara 
analisis kebijakan bersifat peramal (forecasting) yang belum dapat dipastikan 
hasilnya. 
2.3 Konsep Pemerintahan 
Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus 
dikerjakan. Kata perintah mendapat awalan Pe- menjadi pemerintah yang artinya 
subjek yang memberikan perintah. Selanjutnya pemerintah di beri akhiran –an 
menjadi pemerintahan berarti aktivitas dari pemerintah.  
Aktivitas dari pemerintah terjelaskan dalam tugas dasarnya. Tugas dasar dari 
pemerintah adalah pengaturan, pelayanan dan pembangunan. hal tersebut 
menunjukkan bahwa antara pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan hal 
yang tidak dapat dipisahkan. Tugas  
pelayanan dan pengaturan berkenaan dengan nilai dasar yang dijelaskan 
pada konsep tetang masarakat yaitu mengenai hak dan kewajiban masyarakat. 
Yang pertama mengenai tugas pengaturan, jika yang bertugas mengatur adalah 
pemerintah maka yang diatur adalah yang-diperintah dalam hal ini masyarakat. 
Berarti pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan masyarakat memiliki kewajiban 
untuk diatur. hal ini terkait dengan konsep partisipasi yang dimobilisasi. 
Kedua, mengenai tugas pelayanan. Jika yang mempunyai tugas pelayanan 
adalah pemerintah maka yang dilayani adalah masyarakat. Artinya, pemerintah 
berkewajiban melayani dan masyarakat memiliki hak untuk dilayani. Konsep ini 
berkaitan dengan partisipasi otonom. 
Ketiga, Pembangunan menurut Kartz (1971) sering diasumsikan sebagai 
proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke situasi nasional 
yang dinilai lebih tinggi. Asumsi tersebut jika dibawah pada konteks pemerintahan 
sekarang dengan konsep otonomi daerah maka proses perubahan yang dimaksud 
dalam pengertian tersebut dapat dibuat pada level daerah. 
Asumsi tersebut dapat diperjelas dengan menyimak asumsi tetang 
moderenisasi atau pembangunan  yang oleh Samuel P. Huntungton dan Joan M. 
Nelson (1984) dijelaskan: 
Moderenisasi atau pembangunan merujuk pada proses-proses secara 
keseluruhan dari perubahan sosial, ekonomi, intelektual, politik, dan kultural yang 
berkaitan dengan kondisi-kondisi pedesaan dan agraris yang relatif miskin ke 
kondisi-kondisi perkotaan dan industrialisasi yang relatif kaya. 
Proses perubahan yang dimaksudkan dalam sebuah pembangunan adalah 
perubahan multidimensi yaitu mengenai masalah sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, 
budaya dll. Adapun indikator yang kita gunakan dalam perubahan kondisi yang 
diharapkan setelah pembangunan tidak merujuk pada asumsi Huntington dan 
Nelson, melainkan merujuk pada indikator Kantz meskipun lebih bersifat normatif 
sehingga perubahan dapat berlangsung berdasarkan nilai yang terus berkembang 
2.4 Pengertian Pembinaan 
Menurut PERDA Nomor 02 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 
pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir 
untuk mencegah timbulnya anak jalanan,Gelandangan, Pengemis dan pengamen di 
jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengwasan, dan 
pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan 
pengamen jalanan. 
Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 
terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah 
meluasnya anak jalanan, dan pengamen jalan untuk mewujudkan ketertiban di 
tempat umum. 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan 
dilakukan dengan tujuan untuk : 
a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman 
masyarakat 
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 
sebagai warga Negara yang harus dihormati 
c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam 
mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat 
d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan 
kehidupan bermasyarakat 
e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang 
dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai 
f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan 
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan  negara   
Dalam PERDA Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 6 menyebutkan pula 
bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan 
kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalan dan pengamen jalan. 
Selain itu ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yakni pembinaan 
lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan 
partisipasi masyarakat. 
Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud ini meliputi adalah sebagai 
berikut : 
a. Pendataan. Yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentnag 
klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen 
b. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.Yaitu sebagaimana yang 
dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan 
ini dilakukan dengan cara : a). melakukan patrol di tempat umum yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. b). memberikan informasi 
tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat 
umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.  
c. Sosialisasi. Yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi, a). sosialisasi 
secara langsung, dan b). sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi 
secara langsung  yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan 
dapat bekerja sama dengna kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui 
kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan, sosialisasi secara tidak 
langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik 
d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau 
kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian 
terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang 
mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam 
bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu 
tentang larangan memberI uang di jalanan. 
Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya 
meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan. 
Pengemis, gelandangan, dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara 
melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street) dan tempat 
umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. 
Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan 
sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan atas dasar kegiatan 
penangkapan akan tetapi lebih kepada tindakan pengungkapkan masalah 
berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko 
tersebut. 
b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara 
koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis , dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang 
mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan 
aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam 
rangka perlindungan terhadap anaka jalanan serta kelompok atau 
perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan 
memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan 
pembinaan. 
c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem 
panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama 
dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial 
yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka 
pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, 
bimbingan hukum, dan permainan adaptasi sosial (outbond).  
d. Pendekatan awal yaitu melalui identifiksi dan seleksi terhadap anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan untuk 
menyeleksi berdasarkan indicator yang meliputi identitas diri, latar 
belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial 
anak yang bersangkutan. 
e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk 
memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan 
kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah 
(assessment)dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan. File 
tersebut akan digunakan untuk pemnataun dan pembinaan selanjutnya 
f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak 
jalanan serta keluargnya secara rutin dan berkesinambungan  
g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk 
mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalain bersyarat, 
pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa 
bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, 
perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-
undangan yang berlaku.  
 
Usaha Rehabilitas Sosial. 
Ada beberapa hal dalam melakukan rehabiltasi terhadap anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen. Yang betujuan untuk memberikan 
keterapilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka dalam mencari 
mata pencaharian sebagaimna layaknya. 
Beradasarkan peraturan daerah no 2 tahun 2008 hal-hal yang dilakukan 
dalam usaha rehabilitasi adalah sebagai berikut: 
1. Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa : 
a. Bimbingan Mental Spiritual 
b. Bimbingan Fisik 
c. Bimbingan Sosial 
d. Bimbingan dan pelatihan keterampila 
e. Bantuan Stimulasi Peralatan kerja 
f. Penempatan 
2. Untuk anak jalanan usia balita 
a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian 
makanan tambahan 
b. Melakukan kegiatan pendidikan Pra sekolah yang mecakup 
permainan alat, pengembangan bakat dan minat 
3. Untuk anak usia sekolah: 
a. Bimbingan Mental Spiritual 
b. Bimbingan fisik  
c. Bimbingan social 
d. Bimbingan Pra sekolah 
e. Bantuan Stimulans beasiswa dan peralatan sekolah 
f. Penempatan 
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan 
fungsi sosilanya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalika kepada 
keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama 
(kemitraan) dengan instasin terkait dan atau stake holder 
5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan keluarga 
berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri 
untuk tidak melakukan kegiatn sebagaimna gelandangan dan pengemis 
6. Untuk pengemis usia produkti dilakukan dengan cara : 
a. Bimbingan mental spiritual 
b. Bimbingan social 
c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 
d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha 
e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing 
7. Untuk pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkankan 
untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni, sehingga terciptnya 
keteraturan dan kedisiplinan hidup. 
  Partisipasi masyarakat 
Masyarakat dapat berpartisipai dalam melakukan pembinaan anak jalanan, 
gelandagan, pengemis, dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak 
membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan 
lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat   
 Pemberdayaan  
 Yakni termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai 
upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan 
keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana 
dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan 
pemberdayaan yaitu : 
1. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga 
2. Pelatihan kewirausahaan 
3. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) 
4. Pengembangan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) 
 
Bimbingan lanjut. 
Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapat pembinaan 
pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk 
monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. 
Bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara 
kunjungan rumah  
Partisipasi masyarakat 
Masyarakat dapat berpartisipai dalam melakukan pembinaan anak jalanan. 
Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang 
kepada anak jalanan yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan 
yang ada di tempat   
2.5 Konsep Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen) 
Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan 
ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan 
jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, 
sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. 
Mereka itu ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, atau di 
propinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan 
tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalan 
yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering 
pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama 
keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. 
Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga ketegori kegiatan anak jalanan, yakni : (1) 
mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak 
jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-
alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, 
pertokoan, dan mall. 
Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat 
penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, 
kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, 
serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup 
merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual 
oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.  
Di antara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. 
Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan 
kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa 
dan membuatnya berperilaku negatif.  
Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian 
dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap;  
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu 
berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 
179). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa 
dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat 
pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai 
modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, 
terutamanya di sektor informal. 
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap 
belas kasihan orang lain. Weinberg (1970 : 143-144) menggambarkan bagaimana 
gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan 
sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam 
kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995 : 220) menyebutkan bahwa 
pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada 
umumnya. 
Gelandangan dan Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan 
hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam 
bekerja. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas 
karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota 
tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu 
identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari 
pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (living together out of 
wedlock). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi 
yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang 
frustasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa. 
Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan 
dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan 
masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di 
perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan dan pengemis tidak jauh dari 
berbagai stigma yang melekat pada masarakat sekitarnya. Stigma ini 
mendeskripsikan gelandangan dan pengemis dengan citra yang negatif. 
Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak 
pemandangan dan ketertiban umum seperti : kotor, sumber kriminal, tanpa norma, 
tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, 
bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. 
Pengamen sendiri dalam peraturan daerah kota makssar No 2 tahun 2008 di 
jelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni 
melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar 
dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian 
orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas. 
Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa gelandangan, pengemis dan 
pengamen dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap 
pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, 
dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa gelandangan, pengemis dan 
pengamen  tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi 
juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya 
komunitas gelandangan, pengemis dan pengamen harus berjuang menghadapi 
kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, gelandangan dan 
pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan 
memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa gelandangan, 
pengemis dan pengamen mempunyai sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan 
lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Kota Makassar yang 
terdiri dari keadaan geografis, sejarah Kota Makassar, visi dan misi Kota Makassar, 
dan nilai-nilai dasar dan budaya masyarakat Kota Makassar. Dan juga gambaran 
umum mengenai lokasi penelitianyaitu Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini 
adalah struktur organisasi, tata kerja serta tugas dan fungsi sturktural maupun 
fungsional Dinas Sosial Kota Makassar. 
3.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
3.1.1.Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dan pusat 
pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi dan letak 
geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan 
penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang/jasa dan 
penumpang, yang ditunjang dengan sumberdaya manusia, serta fasilitas 
pelayanan penunjang lainnya. 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah 
kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke 
wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada 
koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian 
yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Sedangkan batas-batas 
wilayah Kota Makassar yaitu : 
 -Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 -Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
 -Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
 -Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
 
Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah 
perairan kurang lebih 100 Km².  Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 
kecamatan yang meliputi 143 kelurahan. Wilayah daratan Kota Makassar dirinci 
menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.1  :Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan 
NO KECAMATAN LUAS (KM2) PERSENTASE(%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso 
Mamajang 
Tamalate 
Rappocini 
Makassar 
Ujung Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakukang 
Manggala 
Biringkanaya 
Tamalanrea 
1,82 
2,25 
20,21 
9,23 
2,52 
2,63 
1,99 
2,10 
5,94 
5,83 
17,05 
24,14 
48,22 
31,84 
1,04 
1,28 
11,50 
5,25 
1,43 
1,50 
1,13 
1,19 
3,38 
3,32 
9,70 
13,72 
27,43 
18,12 
Jumlah 175,77 100,00 
 Sumber : Makassar dalam angka tahun 2012 
Berdasarkan tabel  dapat diketahui Kecamatan yang memiliki wilayah 
terluas dan tersempit. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Biringkanaya 
dengan luas 48,22 km2, sedangkan yang tersempit adalah Kecamatan Mariso 
dengan luas wilayah 1,82 km2.  
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar 
memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota Makassar memang sangat 
strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, 
Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah 
yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan 
produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang 
dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, 
otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. 
Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografisMakassar memiliki 
keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. 
Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu 
Mamminasata.  
 
3.1.2 Kependudukan 
Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 tercatat sekitar 
1.223.540 jiwa, dimana pada siang hari mencapai hampir 1.500.000 jiwa yang 
diakibatkan oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap harinya. 
Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan Penduduk Rasio 
Jenis 
Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
010  
 
MARISO  28.101  28.307  56.408  99,27  
 
020  
MAMAJANG  29.085  30.474  59.560  95,44  
 
030  
TAMALATE  85.279  87.227  172.506  97,77  
 
031  
RAPPOCINI  74.077  78.454  152.531  94,42  
 
040  
MAKASSAR  40.616  41.862  82.478  97,02  
 
050  
UJUNG PANDANG  12.805  14.355  27.160  89,20  
 
060  
WAJO  14.415  15.223  29.639  94,69  
 
070  
BONTOALA  26.684  28.030  54.714  95,20  
 
080  
UJUNG TANAH  23.603  23.530  47.133  100,31  
 
090  
TALLO  67.888  67.686  135.574  100,30  
 
100  
PANAKKUKANG  70.663  72.066  142.729  98,05  
 
101  
MANGGALA  59.008  59.183  118.191  99,70  
 
110  
BIRINGKANAYA  83.996  85.344  169.340  98,42  
 
111  
TAMALANREA  51.462  52.713  104.175  97,63  
7371 
 
MAKASSAR 667.681 684.455 1.352.136 97,55 
Sumber : Makassar dalam angka 2012 
Berdasarkan tabel 3.2 wilayah yang memilki jumlah penduduk terbesar 
adalah Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk sebanyak 148.589 jiwa, 
sedangkan Kecamatan Ujung Pandang adalah wilayah dengan jumlah 
penduduk paling sedikit dengan jumlah 27.941 jiwa. Dari jumlah tersebut, 
penduduk yang masih berusia produktif sebanyak 786.817 dengan rincian 
sebagai berikut : 
Tabel 3.3.Jumlah Penduduk Produktif Kota Makassar 
NO KELOMPOK 
USIA 
JML. PENDUDUK PERSENTASE 
(%) Pria Wanita Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
62.938 
74.284 
61.710 
48.857 
37.299 
29.349 
23.386 
18.101 
12.516 
10.093 
  5.829 
67.560 
81.669 
64.740 
50.124 
37.292 
29.028 
22.103 
18.636 
13.051 
11.050 
  7.202 
130.498 
155.953 
126.450 
  98.981 
  74.591 
  58.377 
  45.489 
  36.737 
  25.567 
  21.143 
  13.031 
16,58 
19,82 
16,07 
12,57 
9,48 
7,41 
5,78 
4,66 
3,24 
2,68 
1,65 
Jumlah 384. 362 402.455 786.817 100,00 
Sumber : Makassar dalam angka tahun 2012 
Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, usia 15-34 tahun merupakan usia produktif 
terbanyak yakni 65,04%, sedangkan usia produktif tersedikit berada pada kisaran 
usia 50-59 tahun dengan persentase12,23%. Sedangkan jumlah keseluruhan 
penduduk Kota Makassar yang belum produktif, produktif, maupun yang sudah 
produktif dapat dilihat pada tabel : 
Tabel 3.4.  Penduduk Kota Makassar Dirinci Menurut Produktivitas 
NO USIA JUMLAH PERSENTASE 
(%) 
Pria Wanita Total 
1 
2 
3 
Belum 
Produktif 
Produktif 
Sudah 
Produktif 
198.933 
384.362 
27.754 
176.817 
402.455 
33.219 
375.750 
786.817 
60.973 
30,7 
64,3 
5,0 
Jumlah 611.049 612.491 1.223.540 100,00 
 Sumber : Makassar dalam angka tahun 2012 
Tabel 3.4 menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar 
mayoritas dalam usia produktif dengan jumlah 786.817 atau 64,3% dari 
keseluruhan penduduk Kota Makassar. Sedangkan yang sudah produktif masih 
sedikit yaitu 60.973 jiwa atau 5,0%. Hal ini berarti sebagian kecil masyarakat yang 
sudah produktif menunjang jumlah yang lebih besar dan akan sangat berpengaruh 
pada dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota 
Makassar.   
3.1.3 Kondisi Sosial 
Untuk melihat kondisi social kota Makassar dapat dilihat dari berbagai aspek 
yakni di bidang pendidikan, kesehatan, keaamanan, agama, dan indek pertumbuhan 
pembangunan manusianya. 
a. Pendidikan 
Perkembangan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pembangunan Sum-ber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan 
menentukan karakter dari pem-bangunan ekonomi dan sosial, karena manusia 
pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Pada tahun 2011/2012 di Kota Makassar, 
jumlah Sekolah Dasar sebanyak 462 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.586 orang 
dan jumlah murid sebanyak 152.200 orang. Jumlah SLTP sebanyak 179 unit dengan 
jumlah guru sebanyak 3.976 orang dan jumlah murid sebanyak 61.107 orang. Jumlah 
SLTA 117 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.164 orang dan jumlah murid 
sebanyak 52.046 orang.  
b. Kesehatan 
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari 2 aspek 
kesehatan yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Pada tahun 2011 di 
Kota Makassar terdapat 34 Rumah Sakit, yang terdiri dari 11 Rumah Sakit 
Pemerintah/ABRI, 21 Rumah Sakit Swasta serta 2 Rumah Sakit khusus lainnya. 
Status pembangunan manusia di Kota Makassar berdasarkan besaran angka 
IPM sejak tahun 1990 telah memasuki tingkatan status menengah atas, yakni 
berkisar antara 66 sampai 80. Dan dalam kurun waktu empat tahun yaitu antara 
2002-2006 pencapaian pembangunan manusia di Kota Makassar menunjukkan 
peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2002 meningkat menjadi 73,9, 
kemudian di tahun 2006, IPM Kota Makassar telah mencapai angka 76,9. 
Jumlah Puskesmas pada tahun 2011, dari 122 unit puskesmas dapat di 
kategorikan menjadi 38 puskesmas, 44 puskesmas pembantu dan puskesmas 
keliling 40 buah. Di samping sarana kesehatan, ada sumber daya manusia di bidang 
kesehatan seperti dokter praktek sebanyak 1.793orang dan bidan praktek sebanyak 
45orang. Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor KB baru 
secara keseluruhan pada tahun 2011 sebanyak 51.208 orang yang terdiri dari 3.311 
orang memakai IUD, 332 orang memakai MOP, 950 orang memakai MOW, 2.126 
orang memakai IMP, 16.010 orang memakai PIL, 26.067 orang memakai suntikan 
dan 2.412 orang yang memakai kondom. 
c. Agama 
Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari besarnya 
sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa 
mesjid tahun 2011 berjumlah 849 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja 
masing-masing 137 buah gereja protestan dan 8 buah gereja katholik. Tempat 
peribadatan untuk agama Budha, Hindu, dan Konghucu masing- masing berjumlah 4 
buah, 2 buah dan 5 buah. 
d. Peradilan dan Kriminal 
Jumlah narapidana menurut jenis hukuman dilembaga pemasyarakatan ada 
566 orang (laki-laki 566 orang dan tidak ada perempuan). Jumlah pelanggaran lalu 
lintas pada tahun 2011 sebanyak 15.577 kasus. Adapun jumlah kecelakaan 
sebanyak 1.203 kasus dengan korban meninggal 177 orang, luka berat 422 orang 
dan luka ringan 1.106 orang. 
e. Indek Pembangunan Manusia 
Status pembangunan manusia di Kota Makassar adalah yang tertinggi di 
antara Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Di tingkat nasional, posisi IPM 
Kota Makassar menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 1990, posisi Kota 
Makassar baru menempati urutan ke 38 dari 289 kabupaten/kota. Secara gradual, 
peringkatnya mengalami kenaikan menjadi peringkat ke 28 di tahun 1996, kemudian 
peringkat ke 12 di tahun 2002. Pada tahun 2006 IPM Kota Makassar menempati 
peringkat ke 7. 
Perkembangan nilai IPM Kota Makassar dan Sulawesi Selatan dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 
 
 
Tabel 3.5.Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar  
dan Sulawesi Selatan 
Tahun Makassar Sulawesi Selatan 
IPM Reduksi IPM Reduksi 
2006         68,9 -         61,3 - 
2007         73,3 1,56         66,0 1,52 
2008         71,4 -1,92         63,6 -1,92 
2009         73,9 2,06         65,3 1,67 
2010         76,9 1,84         70,1 1,93 
2011 78,3 2,04 71,3 2,02 
2012 78,6 1,86 69,6 1,98 
Sumber : Makassar dalam angka tahun 2012 
Peningkatan nilai IPM di Kota Makassar selama 2006-2010 pada dasarnya 
karena meningkatnya nilai komponen pembentuk IPM. Memperlihatkan 
perkembangan nilai komponen pembentuk IPM Kota Makassar, dimana selama 
2006-2010 semua komponen pembentuk IPM – harapan hidup, melek huruf, rata-
rata lama sekolah dan pengeluaran per- kapita  meningkat dengan cukup berarti. 
Namun jika dilihat dari reduksinya, ternyata selama 2006-2010 beberapa 
komponen menunjukkan reduksi yang makin menurun jika dibandingkan dengan 
periode sebelumnya 2002-2006. Reduksi angka harapan hidup menurun dari 1,20 
persen per tahun di tahun 2002-2006 menjadi 1,02 persen di tahun 2006-2010. 
Kemudian reduksi rata-rata lama sekolah menurun dari 0,76 persen per tahun 
menjadi 0,69 persen. Hanya komponen melek hurufyang menunjukkan kinerja 
yang meningkat, yakni dari minus 2,18 persen per tahun pada periode 1999-2002, 
meningkat menjadi 2,34 persen per tahun selama 2006-2010.  
Peningkatan nilai komponen pembentuk IPM Kota Makassar dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 3.6.Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kota 
Makassar Periode 2000-2009 
Tahun Angka 
Harapan 
Hidup 
Angka  
Melek  
Huruf 
Rata-rata 
Lama 
Sekolah 
Pengeluaran 
Per Kapita  
Disesuaikan 
 
nilai reduksi Nilai Reduksi Nilai Reduksi Nilai Reduksi 
2000 67,9 1,40 93,0 1,86 9,5 1,12 582,8 1,27 
2003 71,4 2,22 95,2 3,16 9,9 0,76 582,3 -0,69 
2006 71,9 1,20 94,7 -2,18 10,3 0,76 608,9 2,61 
2009 72,2 1,02 96,3 2,34 10,5 0,69 638,9 2,22 
2010 72,5 1,20 98,2 -1,10 11,8 0,70 640,5 2,76 
2011 73,5 1,40 97,6 1.67 12,2 0,67 650,4 2,30 
Sumber : Makassar dalam angka tahun 2012 
3.1.4 PDRB Kota Makassar 
 PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, 
yang di definisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihasilkan dalam 
waktu 1 tahun di 
wilayah tersebut 
Berdasarkan hasil 
penghitu-ngan PDRB tahun 2010, nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga 
berlaku telah mencapai Rp. 37.007,45 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar 
harga konstan 2009, nilainya sebesar Rp 16.252,45 milliar rupiah. Struktur ekonomi 
bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB 
suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh 
sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Struktur Kota Makassar masih 
didominasi oleh sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel . 
Angka lainnya yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB 
perkapita. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran 
penduduk di suatu daerah. Angka perkapita bruto (atas dasar harga konstan 2000) 
penduduk Kota Makassar tahun 2010 sebesar Rp. 27.630.409 
 
 
 
Tabel 3.1.4 : Tabel PDRB Kota Makassar 
TAHUN PDRB SUL SEL PDRB KOTA PERSENTASE 
  
 
 
 
Sumber : Makassar Dalam Angka 2010 
 
3.2 Sejarah, Visi dan Misi, serta Nilai-Nilai Sosial 
Kultur Masayarakat  Kota Makassar 
3.2.1 Lintas Sejarah Kota Makassar 
Perkataan ”Makassar” terdiri dari berbagai versi. Ada yang menyebut 
”makkasara”, ”mangkasara”, juga ada ”akkasara”. Apa pun versi itu, semuanya 
mengacu pada pengertian ”nyata”, ”jelas”, dan ”terang-terangan”. 
Makassar merupakan nama kota yang masih tergolong legendaris. Meski 
demikian, masih belum jelas awal penggunaan nama tersebut. Ada yang 
mengatakan mulai dikenal sejak abad ke-15, juga ada yang mengklaim abad ke-14, 
seperti yang termuat dalam buku negara kertagama karangan Mpu Prapanca. 
Pada abad ke-15, Makassar dikenal sebagai nama ibukota kerajaan kembar 
Gowa-Tallo. Kerajaan ini berabad-abad menjadi salah satu kerajaan yang paling 
terkenal di Timur Nusantara. Kota itu juga memiliki hubungan perdagangan dengan 
berbagai negara di dunia. Nama Makassar juga sudah disebut-sebut dalam lontara 
kuno Sure’ Galigo. 
MAKASSAR MAKASSAR 
THDP SUL SEL 
(1) (2) (3) (4) 
2006 
 
60.902.828,80 18.165.876,32 29,83 
2007 
 
69.271.924,56 20.794.721,30 30,02 
2008 
 
85.143.191,27 26.068.221,49 30,62 
2009 
 
99.904.658,31 31.263.651,65 31,29 
2010 
 
117.862.210 37.007.452 31,40 
Saat Republik Indonesia diproklamirkan, Makassar otomatis menjadi propinsi 
Sulawesi. Propinsi ini kemudian dibagi menjadi empat, yakni Propinsi Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian 
nama Makassar menjadi teramat penting dalam sejarah Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 
1964 Nomor 94, Makassar ditetapkan sebagai ibukota Sulawesi Selatan. Kemudian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, daerah Tk II Kotapraja 
Makassar diubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Nama Kota Makassar diubah menjadi Ujungpandang, terjadi pada tanggal 31 
Agustus1971. kala itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 
115,87 kilometer persegi. Terdiri dari 11 kecamatan dan 62 lingkungan. Pemekaran 
itu mengadopsi tiga wilayah lain, yakni Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. 
Kompensasi dari adopsi itu, nama Makassar diubah menjadi Ujungpandang. 
Keputusan mengubah nama Makassar menjadi Ujungpandang tentu 
mendapat tantangan dari berbagai pihak. Terutama kalangan budayawan, seniman, 
sejarah, pemerhati hukum, dan pebisnis. Bahkan berbagai seminar pun digelar 
membahas pengembalian nama Makassar. 
Akhirnya, dipenghujung pemerintahan Presiden Habibie, nama Makassar 
dikembalikan. Prosesnya tidak terlalu sulit. Perubahan itu disebutkan atas keinginan 
masyarakat Ujungpandang yang mendapat dukungan dari DPRD tingkat II 
Ujungpandang. Perubahan itu sejalan dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang RI 
Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Tahun kelahiran Makassar kemudian ditelusuri. Akhirnya Pemerintah Daerah 
Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan 
peringatan Hari Jadi ke-393 Kota Makassar pada 9 November.   
3.2.2 Visi Pemerintah Kota Makassar 
Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan 
visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan 
dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah Kota 
Makassar telah menetapkan Visi 2010 sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar dengan rumusan : 
“Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang 
Bermartabat dan Manusiawi” 
Visi lima tahunan di atas mengandung makna :  
 Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh dan berkembangnya 
budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta dalam pembangunan yang 
mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap 
terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya :  
 Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi 
pengusaha kecil, menengah maupun besar :  
 Terwujudnya atmosfir Pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata 
bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan dengan dunia kerja, 
mampu meningkatan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK):  
 Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang 
dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan 
pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya dengan 
menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. 
 
3.2.3 Misi Pemerintah Kota Makassar 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional: 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi 
lokal: 
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan 
pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat: 
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis 
kemajemukan masyarakat: 
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 
melalui peningkatan profesionalisme aparatur: 
6. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik. 
3.3 Gambaran Umum Kantor Dinas Sosial Kota Makassar 
  
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor  Dinas 
Sosial Kota Makassar jalan A.R. Hakim No. 50 Kota Makassar. Dinas Sosial 
mempunyai pegawai kurang lebih 40 orang,  terletak diwilayah Kecamatan Tallo 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan rakyat 
- Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Ujung Pandang Baru 
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan rakyat 
3.3.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.16 Tahun 1984 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor 
Departemen Sosial di Kabupaten/Kotamadya dengan keputusan inilah yang dijadikan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang untuk Kotamadya Ujung 
Pandang namanya disebut Kantor Departemen Sosial Kotamadya Ujung Pandang. 
Jadi latar belakang didirikannya Kantor Departemen Sosial berdasarkan : 
a. Timbulnya masalah sosial 
b.. Makin meluasnya masalah sosial 
c. UUD 1945 yang menyangkut usaha kesejahteraan sosial 
Kantor Depertemen Sosial Kotamadya Ujung Pandang telah mengalami 
beberapa kali pergantian nama yaitu : 
1. Pada tahun 1951 bernama Kantor Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang 
beralamat di Jl. Jampea No.34  Ujung Pandang. 
2. Pada tahun 1961 bernama Kantor Jawatan Sosial yang beralamat di Jalan 
Sungai Cerekang No.29 Ujung Pandang. 
3. Pada Tahun 1965 Kantor Jawatan Sosial berubah menjadi Kantor 
Departemen Sosial Kotamadya Ujung Pandang yang beralamat di  Jln. 
Jampea No.34 Ujung Pandang kemudian tahun 1976 Kantor Departemen 
Sosial Kotamadya Ujung Pandang beralamat di Jln.Ujung Pandang Baru 
No. 50 Ujung Pandang. 
4. Pada Tahun 1984 berubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial 
berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang 
Organisasi dan Tata kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun 
di Kabupaten/Kotamadya.  
5. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10April 
2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas 
Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 
821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000. 
 
3.3.2 Tugas Pokok  Dan Fungsi Dinas Sosial  Kota Makassar 
 
Adapun tugas pokok Dinas Sosial Kota Makassar adalah merumuskan, 
membina dan mengendalikan kebijakan dibidang sosial meliputi kesejahteraan 
sosial,rehabilitasi sosial, Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan 
organisasi sosial. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Usaha Kesejahteraan 
Sosial, Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
dan Bimbingan Organisasi Sosial. 
b. Penyusunan Rencana dan Program di Bidang Usaha Kesejahteraan 
Sosial, Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
serta Bimbingan Organisasi. 
c. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengamanan Teknis Operasional di 
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan 
Jaminan Kesejahteran Sosial serta Bimbingan Organisasi. 
d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan, Pelaksanaan Keuangan, 
Pelaksanaan Kepegawaian, Perlengkapan, Urusan Umum dan Rumah 
Tangga serta Mengkoordinasikan Perumusan Program Kerja. 
e. Pembina Unit Pelaksana Teknis. 
3.3.3 Struktur Organisasi  dan Pembagian Tugas 
Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing personil yang terlibat dalam suatu organisasi. Dengan adanya 
struktur organisasi dapat membantu kelancaran aktivitas kantor. 
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Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar disesuaikan dengan 
Perda No. 22 Tahun 2005, Susunan Organisasi sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretaris  
a. Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Bagian Keuangan  
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
a.  Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 
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b.  Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat 
4. Bidang Rehabilitasi Sosial 
a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat  
b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial 
5. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
a. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial 
b. Seksi Penanganan Korban Bencana 
6. Bidang Bimbingan Organisasi 
a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial 
b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
8. Kelompok Jabatan Fungsional  
 
 
3.3.4 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab  
 
Setiap bagian dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan tanggung 
jawab masing-masing.Tugas dan tanggung jawab yang penulis berikan dalam 
laporan ini terbatas pada tugas pokok dalam struktur organisasi Dinas Sosial 
Kota Makassar. 
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas  
a. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan kerja Dinas Sosial. 
b. Membagi tugas Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala 
Seksi, Unit Pelaksana, Teknis Dinas, atau Kelompok jabatan fungsional sesuai 
dengan bidangnya. 
c. Memberikan arahan kepada Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Unit Pelaksana, Teknis Dinas dan Kelompok jabatan fungsional untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
d. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi penempatan dan 
leadingsector masing masing agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 
e. Memberikan hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi Penempatan khususnya 
dibidang kesejahtraan sosial. 
 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Sosial Kota Makassar. 
Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengelolaan Kesekretariatan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
f. Pengkoordinasiaan perumusan program dan rencana kerja Dinas sosial; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Sementara tugas dari bagian lainnya yaitu : 
1) SubBagian Umum dan Kepegawaian 
SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknik kesekretariatan, mengola administrasi 
kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan 
Kepegawaian;  
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-
menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai 
bidang; 
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; 
d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; 
e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; 
f. Menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang 
kepegawaian dalam lingkup dinas; 
g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, 
pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; 
j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 
masing-masing; 
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
2) SubBagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan 
tugas teknis keuangan. 
Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Keuangan; 
b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang 
dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui 
Kepala Dinas; 
d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 
dinas; 
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
dari masing-masing satuan kerja; 
f. Menyusun laporan neraca dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian 
Perlengkapan; 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan; 
3) SubBagian Perlengkapan 
Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta   
mengevaluasi semua pengadaan barang. 
Dalam melaksanakan tugas Sub bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Perlengkapan; 
b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); 
c. Meminta usulan Rencana   Kebutuhan  Barang Unit (RKBU) dari semua bidang 
dalam Lingkup Dinas Sosial Kota Makassar. 
d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang; 
e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 
f. Menyusun Kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan 
penyusunan APBD; 
g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada  lingkup Dinas Sosial 
Kota Makassar. 
h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang 
investaris daerah; 
i. Menyusun tugas kedinasan lain; dan  
j. Mengadakan penyidikan atas pelanggaran. 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang peraturan daerah no 2 
tahun 2008 yang menyangkut pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan 
pengamen yang merupakan fenomena sosial masyarakat seiring perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Maka pada bab ini akan diuraikan 
secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan 
diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah 
daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di 
Kota Makassar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Kota 
Makassar. 
4.1 Implementasi Perda No 2 Tahun 2008 Tenteng Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, telah diatur secara rinci dan 
sangat jelas tentang  langkah-langkah  yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah dalam memberikan pembinaan dan menangani masalah anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan pengamen yang semakin bertambah. Dalam 
menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan 
mudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait dari perda 
tersebut. Namun di lain pihak Pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan 
tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan. 
Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makaasar 
dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima 
bentuk pembinaan tersebut yaitu, (1) Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah 
pembinaan yaitu, Pembinan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha 
Rehabilitasi Sosial, (2) Pemberdayaan, (3) Bimbingan Lanjutan, dan (4) Partisipasi 
Masyarakat.  
Berdasarkan peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada beberapa langkah pembinaan 
untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni  pencegahan, pembinaan 
lanjutan, dan usaha rehabilitasi. Berbicara masalah penanganan jumlah anak jalanan 
di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar, sejak tahun 2008 telah 
mencanangkan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar, namun dalam 
menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib di 
lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini jelas Pemerintah Kota Makassar, yang tidak 
terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. 
….selama ini yang kami lakukan sudah mengacu kepada peraturan deaerah 
nomor 2 tahun 2008, dimana langkah atau bentuk pembinaan yang langsung 
kami lakukan itu ada tiga, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, 
dan usaha rehabilitasi sosial, (Hasil wawancara langsung Kepala Bidang 
Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar;2012) 
 
Dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan 
langsung yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini 
Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk menangani permasalahan anak 
jalanan di kota Makassar dengan melakukan ketiga cara atau langkah pembinaan 
tersebut, yaitu : 
4.1.1 Pembinaan  
Dalam melakukan pembinaan dan pecegahan awal, yang di lakukan pemerintah 
kota Makassar khususnya untuk awal tahun 2013 yakni mengadakan pendataan dan 
pengadaan posko pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
….langkah awal yang kami lakukan untuk saat ini adalah melakukan pendataan 
dan pengadakan posko disepuluh titik perempatan yang ada di Kota Makassar. 
Ini dilakukan untuk menindaki anak jalanan, gelandangan pengemis dan 
pengamen yang ada di sekitar lampu merah untuk didata dan diberikan 
pengarahan. (Hasil wawancara langsung Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial 
Dinas Sosial Kota Makassar; 2013) 
 
Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa langkah awal untuk membina anak 
jalanan adalah dengan pengadaan posko yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan 
awal melalui pendataan dan pengarahan awal dari pihak dinas sosial yang bekerja 
sama dengan satpol PP, Masyarakat, dan mahasiswa. 
Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan 
yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mencegah 
berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan 
penyebab adanya anak jalanan 
Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, 
yakni pembuatan posko yang bertujuan untuk mengetahui sebab kenapa mereka 
(anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen) ada dijalanan. Berikut 
merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dimotori 
oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yaitu : 
a) Pendataan ; 
b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan ; 
c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. 
Untuk lebih mengetahui tentang pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh 
dinas sosial maka penulis mencoba membuat sebuah skema tentang pembinaan 
dengan pencegahan yang dilakukan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan 
LSM, Satpol pp, masyarakat, dan mahasiswa. Berikut merupakan kerangka sari 
proses pembinaan pencegahan dalam menekan laju pertumbuhan anak jalanan di 
Kota Makassar 
Skema 4.1.1 : pembinaan awal  yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar 
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Skema 4.1.1  : Pencegahan yang dilakukan oleh dinas sosial 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Sekunder Yang Sudah Diolah  
Pada Dinas Sosial Kota Makassar 2012 
Dari data sekunder yang sudah diolah  di atas dapat ditelusuri bahwa 
pembinaan pencegahan dilakukan pertama adalah pembuatan posko di sepuluh titik 
persimpangan jalan yang ada di kota Makassar yang selanjutnya melalui posko 
tersebuat dilakukan kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kota Makssar 
yang di bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, satpol PP, Mahasiswa, dan 
masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut 
dapat diketahui data yang berisikan tentangnama, alamat, daftar keluarga, kondisi 
PENDATAAN 
PERTUNJUKAN 
KAMPANYE 
ORASI 
PEMASANGAN 
SPANDUK/BALIHO 
TTG LARANGAN 
MEMBERIKAN UANG 
KPD ANJAL 
SOSIALISASI 
LANGSUNG 
Melalui ceramah 
& interaksi 
secara langsung 
TIDAK LANGSUNG 
Melalui media cetak 
dan elektronik 
DINAS SOSIAL 
LINGKUNGAN MASYARAKAT 
tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, 
status keluarga, dan permsalahan pokok yang di hadapai.  
Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam 
melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya.Yang bertujuan untuk mengetahui 
secara garis besar jumlah anak jalanan di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk 
melakukan kegiatan selanjutnya. 
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah kota Makassar melalui Dinas 
Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP 
(Satuan Polisi Pamong Praja) dan LSM lainnya setelah melakukan pendataan yaitu 
menggelar  kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan 
degan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil 
pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan tersebut. 
Dari hasil kegiatan patroli yang dilakuakan olehh dinas sosial kota Makassar 
bekerjasama dengan LSM dan satpol pp nantinya sebagai informasi betul atau 
tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui 
melalui proses pendataan sebelumnya. Kegiatan patrol pada tahap pembinaan 
pencegahan ini dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui lokasi-lokasi yang 
dijadikan tempat atau kawasan atau lokasi anak-anak jalanan tersebut melakukan 
aktivitasnya.  
Selanjutnya, setelah dilakukan pemantauan, penegndalian, dan pengawasan 
melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya dinas sosial kota Makassar menggelar 
kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat 
dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya 
untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegaiatan kampanye dan 
sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar.Kegiatan 
kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau 
baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan.Sedangkan bentuk 
sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sosialisai secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah 
maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok 
orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung,sedangkan sosialisasi secara 
tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun di media elkektronik 
sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari 
peraturan ini (Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008). Namun, pada intinya 
kegiatan itu semua tidak akan terlaksana tanpa andil yang besar dari masyarakat 
Kota Makassar sendiri. 
4.1.2 Pembinaan Lanjutan 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan Lanjutan 
merupakan pembinaan yang menitik beratkan ke peminimalisiran jumlah anak-anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang melakukan aktifitasnya di 
tempat-tempat umum. Pembinaan Lanjutan juga lebih mengarah kepada 
keberlangsungan hidup mereka. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan 
dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya. 
…untuk menindak lanjuti pembinaan awal, kami kemudian memberikan 
pengarahan kepada mereka melalui posko yang kami bentuk. Pengarahan yang 
kami berikan adalah berupa larangan untuk melakukan aktifitas dijalanan dan 
memberikan mereka alternatif berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi 
anak usia sekolah. Tetapi walaupun sudah ada posko yang kami buat kami tetap 
melakukan kegiatan patroli, ketika patroli dilakukan lantas masih ada yang kami 
temui sedang melakukan aktifitasnya, maka langsung kami jaring dan 
membawahnya kekantor polisi  untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dari yang 
terjaring rasia. Selanjutnya diberikan surat pernyataan yang terjaring untuk tidak 
lagi melakukan aktifitas dijalanan,  Ini dilakukan sebagai bentuk pemberian 
perlindungan yang kami lakukan kepada mereka. (hasil wawancara dengan 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar,2013) 
Berdasarkan pernyataan penyataan tersebut yang diungkapkan langsung oleh 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar bahwa untuk 
menindak lanjuti pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ada 
beberapa kegiatan yang dinas sosial lakukan yang bekerja sama dengan piha-pihak 
instans lainya.  
Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam tahap pembinaan 
lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko.  
Pembuatan posko pada tahap ini sebagai  bentuk pengendalian kepada anjal, 
gepeng, dan pengamen untuk menekan laju pertumbuhan mereka, serta 
mengungkap masalah pokok yang mereka hadapai berdasarkan atas situasi dan 
kondisi pada saat dilakukannya kegiatan posko tersebut. Kegiatan posko ini tidak 
lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2008. Pelu diketahui bersama bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini 
pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama 
dengan beberapa unsur yaitu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Satpol PP 
(Satuan Polisi Pamong Praja), unsur Kepolisian, dan juga unsur Mahasiswa. Namun, 
walaupun dalam kegiatan ini melibatkan  pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian, 
tetapi dalam pelaksanaan kegiatan posko tidak dilakukan penangkapan, melainkan 
hanya sebatas  pengungkapan akan masalah yang dihadapi tiap-tiap anak jalanan 
sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya. 
 
 
 
Tabel 4.1.2 : Jumlah Kegiatan pembinaan di kota Makassar 
WIL. Area 
Code  
KECAMATAN 
Subdistricts  
PENYULUHA
N SOSIAL  
( Kali )  
JUMLAH 
PESERTA  
( Orang )  
BIMBINGAN 
SOSIAL 
 ( Kali )  
JUMLAH 
PESERTA  
( Orang )  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
010  MARISO  1  50  -  -  
020  MAMAJANG  1  50  -  -  
030  TAMALATE  3  150  -  -  
031  RAPPOCINI  1  50  -  -  
040  MAKASSAR  2  100  -  -  
050  UJUNG 
PANDANG  
1  50  2  550  
060  WAJO  1  50  1  140  
070  BONTOALA  1  50  -  -  
080  UJUNG TANAH  1  50  -  -  
090  TALLO  2  100  2  75  
100 PANAKKUKANG  4  200  -  -  
101  MANGGALA  1  50  -  -  
110  BIRINGKANAYA  1  50  -  -  
111  TAMALANREA  1  50  -  -  
7311 MAKASSAR 2011 
                     2010 
21 
4 
1.050 
200 
5 
6 
765 
495 
Sumber : Makassar dalam angka 2012 
Walaupun telah dilakukan kegiatan posko ini sebagai bentuk dari kegaiatan 
perlindungan. Tetapi, dinas sosial kota Makassar yang bekerja sama dengan pihak 
Satpol PP dan LSM tetap melakukan kegiatan patroli turun ke jalan yang dianggap 
sebagai kegiatan rutin yang dilakukan. Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung 
ternyata masih ada yang kedapatan melakukan aktivitasnya, maka pihak aparat yang 
turun melakukan patroli langsung untuk segera menjaring yang kedapatan 
(tertangkap basah) masih melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan ini 
dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian. 
Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan 
aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya di arahkan ke 
Panti Rehabilitasi Sosial. Ditempat tersebut akan ditampung secara sementara 
selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang 
dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan 
sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial 
atau outbond. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula 
pendekatan awal kepada anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen 
dengan cara mengindetifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok 
sehingga yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya di jalanan. Dari 
identifikasi dan seleksitersebut, dapat diketahui permasalahan utama  yang di hadapi 
anak-anak jalanan ini. Setelah diketahui masalahnya maka pihak dinas sosial yang  
bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami 
masalah serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah-masalah tersebut. 
Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani 
permasalahan tersebut, maka dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi-
instasni terkait malukukan temu bahas untuk menentukan apa saja yang harus 
dilakukan untuk menangani berbagai permasalahannya. Setelah diketahui lebih 
dalam maka diadakan pendampingan secara individual, artinya dalam pendampingan 
ini bukan saja mereka yang terjaring yang mendapatkan bimbingan  tersebut 
melainkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga bersangkutan  secara 
rutin dan berkesinambungan. Selain dilakukan pendampingan secara rutin dan 
berkesinambungan, maka pihak dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi 
terkait menentukan apakah yang terjaring akan dikembalikan ke lingkungan 
masyarakat baik itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal 
atau secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan 
atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian sebelum dikembalikan 
ke lingkungan.  
Tabel 4.1.2,:  Jumlah panti asuhan menurut kecamatan di kota Makassar 
KODE WIL. 
 Area Code  
KECAMATAN 
Subdistricts  
PANTI ASUHAN 
Orphan House  
YANG DIASUH  
Orphan  
(1)  (2)  (3)  (4)  
010  
 
MARISO  3  154  
020 
  
MAMAJANG  8  428  
030 
  
TAMALATE  18  860  
031  
 
RAPPOCINI  9  394  
040 
 
MAKASSAR  3  118  
050 
  
UJUNG PANDANG  -  -  
060 
  
WAJO  2  122  
070 
  
BONTOALA  4  200  
080 
  
UJUNG TANAH  2  70  
090 
  
TALLO  18  833  
100 
  
PANAKKUKANG  12  521  
101 
  
MANGGALA  2  57  
110 
  
BIRINGKANAYA  5  222  
111 
  
TAMALANREA  2  195  
 
731                  
 
Makassar      2011 
                      2010 
 
88 
89 
 
4.174 
4.200 
Sumber : Dinas Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2012) 
Untuk lebih memahami alur tentang pembinaan lanjutan penulis telah 
membuatkan skema tentang pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh dinas sosial 
kota Makassar. 
Skema 4.1.2 Pembinaan Lanjutan 
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Sumber: Data Sekunder Yang Sudah Diolah dinas sosial tahun 2012 
4.1.3 Usaha Rehabilitasi Sosial 
Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial 
yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, 
gelandagan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, 
sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Berikut adalah proses 
yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam merehabilitasi para anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. 
1. Pendekatan awal 
Proses pendekatan ini dilakukan oleh pihak dinas sosial yang bekerja sama 
dengan lembaga-lembaga sosial dengan melaksanakan penertiban dan selanjutnya 
di data dan selanjutnya identifisaki untuk menentukan langkah selanjutnya apakah 
akan dikembalikan kekeluarga atau akan dilakukan rehabilitasi. 
….pembinaan rehabilitasi yang kami lakukan kepada mereka yang terjaring 
rasiah itu berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tentunya. 
Contohnya untuk anak jalan usia sekolah selain kami lakukan bimbingan secara 
umum seperti bimbingan spiritual, fisik , dn bimbingan sosial, kami juga 
memberikan bantuan seperti menyekolahkannya, dan memberikan bantuan 
beasiswa bagi anak jalanan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi belajar. 
Dan bagia gelandangan yang usia produktif kami bombing mereka agar mau 
direhabilitasi dan diberikan pembekalan dunia kerja. (Hasil wawancara langusng 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makasar, 2013”) 
PEMBINAAN 
REHABILITASI SOSIAL 
PENDIDIKAN FORMAL/NON 
FORMA L ATAU DIKEMBALIKA 
KE LINGKUNAGN MASING-
MASING 
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah 
Pengungkapan dan perumusan rencana pelayanan dalam upaya untuk 
menelusuri dan menggali data yang menerima pelayanaan, faktor-faktor penyebab 
masalah, tanggapanya serta kekurangan dan kelebihan dalam upaya membantu 
dirinya sendiri, hal ini dapat dianalsis dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi 
sosial dan sesosialisasi bagi penerimaan pelayanan tersebut. 
Adapun aspek-aspek dalam assessment meliputi: 
a. Fisik  :Yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah kondisi riwayat dari 
anjal dan gepeng seperti riwayat sakit ataukah yang menyangkut maslah 
pantangan mereka. 
b. Mental spiritual/psikologis: Yang dapat dipahami dari kegiatan ini adalah 
mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan, dan kematangan emosi 
termasuk bakat, minat dan lain-lainya. 
c. Sosial : mencakup kondisi keluarga, sekolah, lingkungan tempta tinggal, 
termasuk pola pendidikan dalam keluarga dan komunikasi yang selama ini 
diterapkan. 
d. Keterampilan: ini mencakup pendidikan formal dan non formal, 
keterampilan yang telah dikuasai klien termasuk pekerjaan yang pernah 
ditekuni sebelum menjadi klien didalm panti.  
 
 
3. Pelaksananan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosila berdasarkan pada hasil 
assessment yang dilakukan oleh dinas sosial. Hasil dari asissment tersebut nantinya 
akan berkelanjutan, artinya hasil assessment dilakukan tidak hanya di awal proses 
pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan di saat proses sedang berlangsung dan 
diakhiri proses pelayanan. Panti sosial sendiri dalam kegiatan bimbingan kerjanya 
menggunakan yang sistemasit tentang materi, waktu, metode pelaksanaannya, dan 
sasaranya. 
 Untuk lebih jelanya penulis akan menguraikan pelaksanaan bimbingan 
diantaranya : 
a. Bimbingan mental dan spiritual 
pembinaan bimibingan mental dan spiritual yaitu, dengan melakukan 
pembentuakan sikap serta prilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk 
perkelompok. Dimana pembentukan sikap dan prilaku tersebut diharapkan dapat 
memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam 
lingkungan masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental spiritual ada hal-hal 
yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, 
bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam 
kehidupan.  
 
Sebagaimana telah terjaring sebelumnya, ada yang dikembalikan secara 
bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, dan ada juga yang 
masih berada di dalam panti rehablitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi 
melalui system yang ada di dalam panti rehabilitasi tersebut. 
Selain itu dalam rangka bimbingan kepribadian mental, peran moral sangatlah 
menentukan kepribadian yang terjaring sebagai bentuk pengendalian dalam 
bertindak ketika menghadapi segala keinginan dan dorongan untuk berbuat,dan akan 
mengatur sikap dan tingkah laku secara moral. 
b. Bimbingan Fisik 
Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-
kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan 
pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan 
kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata 
ada ditemukan ada yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan 
dalam proses pemberian pembinaan rehabilitasi di dalam panti. Pemberentian 
pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan 
memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu di rujuk untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi dipanti 
sosial. 
c. Bimbingan sosial 
Bimbingan sosial yang diberiakan yaitu bertujuan agar anak-anak tersebut 
termotivasi dan dapat menumbuhkembangkan akan kesadaran dan 
tanggungjawabanya sebagai anggota masyarakat disamping itu, pemberian 
bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-
anak jalanan tesebutbaik itu yang sifatnya perorangan maupun dalam bentuk 
kelompok.  Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan 
kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan 
tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. 
Ini dimasudkan untuk menummbuh kembangkan kesadaran dan tanggung 
jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial/tatanan 
kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini menumbuhkembangkan dan 
meningkatkan secara mantap kesadran tanggung jawab sosial untuk brintegrasi 
dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normative, misalnya pada 
saat melakukan out bond, permainan yang cukup menantang dan membutuhkan 
konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta membutuhkan adanya saling kerja 
sama. 
 
 
d. Bimbingan keterampilan 
Dari pemberian pelatihan ketrampilan yang dilakukan didalam panti rehabilitasi 
ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi-instansi yang 
terkait seperti perusahaan swasta. Dari pelaksanaan pelatihan keterampilan yang 
dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap 
individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk 
mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika sudah dianggap sudah mampu 
dan terampil serta mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimiliknya 
barulah dilakukan pelepasan. Dilepasnya artinya bukan dilepas begitu saja, 
melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang 
membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungan untuk 
mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha. 
Sedangkan untuk  kategori usia sekolah selanjutnya pembinaan rehabilitasi 
yang diberikan yaitu bimbingan pra sekolah. Pemberian bimbingan pra sekolah disni 
di maksudkan sebagai upaya untuk mempersiapkan dari awal sebelum memasuki 
dunia pendidikan yang lebih terarah, terbina, dan lebih formal. Selain itu, pemberian 
bimbingan pra sekolah juga sebagai bentuk pengenalan kondisi situasi sekolah serta 
memberikan pemahaman dan pengertian tentang mata pelajaran yang akan di 
dapatkan dalam dunia sekolah secara umum sesuai dengan strata sekolah. Barulah 
kemudian  dimasukkan ke sekolah sesuai dengan kategori usia sekolah. Baik itu 
secara pendidikan formal maupun pendidikan non-formal buat yang putus sekolah. 
Setelah diikutkan dalam dunia pendidikan baik itu formal maupun non-formal 
selanjutnya  diberikan bantuan beasiswa dan peralatan-peralatan sekolah sebagai 
upaya untuk meningkatkan motivasi belajar serta meringankan beban orang tua atau 
keluarga.. 
Khusus untuk yang di kategorikan dalam usia balita, pembinaan rehabilitasi 
yang diberikan yaitu dengan cara melakukan pendeketan kepada keluarga untuk 
selanjutnya dilakukan pendampingan dan pemberian makanan tambahan. 
Pendampingan yang dimaksud di sini yaitu, kegiatan yang bernuansa anak-anak 
seperti permainan serta pengembangan minat dan bakat dari anak-anak tersebut 
sebelum menginjakkan kaki dalam dunia pendidikan sekolah. 
….untuk anak jalanan usia balita pembinaan yang kami berikan selama ini yaitu, 
seperti pemberian makanan tambahan, serta melakukan beberapa games yang 
menarik di rumah-rumah singgah (tabel 3.8) yang tersebar di beberapa kecamatan di 
Kota Makassar, sambil memberikan pemahaman atau pengertian kepada orang tua 
atau atau keluarga dari anak-anak tersebut. (Hasil wawancara langsung Kepala 
Bidang Rehabilitasi Sosial dinas sosialo kota makasssar,2013). 
Berdasarkan penjelasan serta pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan 
bahwa selama ini pemerintah kota Makassar telah menjalankan program pembinaan. 
Dimana di dalam menjalankan program pembinaan atau usaha rehabilitasi tersebut 
pihak pemerintah kota Makassar telah menggalang kerja sama dengan instansi-
instansi yang terkait baik itu instasni formal maupun non-formal.  
e. Bimbingan Praktek Belajar Kerja (PBK) 
Kegiatan tuntunan praktek belajatr kerja yang betujuan untuk memciptakan 
lapangan kerja yang layak, serta praktek mengelola usaha, menuju kondisi usaha 
yang efektif fan efesien. Pada hakekatnya kegiatan tersebut merupakan upaya untuk 
belajar kerja diperushaan-perusahaan khususnya mereka yang penyaluranya tidak 
melalui jalur transmigrasi. Yang diharapkan sebagai tempat magang untuk 
mengantisipasi setelah mereka disalurkan. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan 
nama Praktek Belajar Kerja (PBK). Tujuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan bagi yang usia produktif untuk mengembangkan usaha/kerja produktif 
sebagai mata pencaharaian dan sumber penghasilan yang layak untuk memenuhi 
kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya setelah disalurkan ditengah-tengah 
kehidupan msayarakat. 
Meskipun upaya rehabilitasi melalui pendidikan dan pemberian keterampilan 
telah dilakukan, namun ternyata aplikasinya dalam msyarakat tidaklah muda, ini 
dikarenakan anggapan buruk bagi anak jalananan, gelandangan, pengemis, dan 
pengamen yang dalam kenyataanya bahwa sangat menganggu usaha intuk 
menekan berkembangnya usaha tersebut, pandagan tentang banyaknya kasus 
kejahatan yang dilakukan oleh mereka menimbulkan hambatan mereka untuk segera 
ditempatkan.  
4.1.4 Pemberdayaan 
Pemberdayaan dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Pembinaan Anak Jalanan. Gelandangan, pengemis, dan pengamen (data 
terlampir) merupakan program pembantuan pemberdayaan kepada keluarga. 
Keluarga yang dimaksud disini yaitu keluarga kandung, atau saudara, kakek dan 
nenek dan/atau walinya. Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses 
penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan 
bimbingan dan pelatihan. Pemberdayaan seperti halnya dengan usaha rehabilitasi 
sosial, yaitu usaha untuk memberdayakan dengan memberikan keterampilan, dibina, 
lalu dberi bantuan modal. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial 
Kota Makassar dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti 
pekerja sosial professional, anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti 
bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan.  
Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk orang tua, keluarga dan/atau 
walinya meliputi beberapa kegiatan. Yaitu, pelatihan keterampilan berbasis rumah 
tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bantuan modal usaha ekonomis 
produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok 
usaha bersama. 
Pertama, yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan berbasis rumah 
tangga yaitu pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya. 
Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja 
sama dengan sektoral dan para stakeholder lainnya. Pelatihan ini meliputi seperti 
pelatihan jahit-menjahit, memasak, kerajinan rumah tangga, dan hal-hal umum yang 
biasa menjadi pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. 
Kedua, yaitu Pelatihan Kewirausahaan.Pelatihan ini dilakukan untuk 
memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip usaha kecil dan 
menengah yang disesuaikan dengan keterampilan mereka miliki berdasarkan kondisi 
lingkungan tempat mereka berdomisili, sehingga mereka mampu beradaptasi dan 
dapat termotivasi untuk melakukan aktivitas usahanya guna membantu mencukupi 
penghasilan keluarganya yang di butuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan 
melibatkan Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan instansi-instansi yang 
terkait.  
Ketiga yaitu, pemberian bantuan modal usaha eknomis peroduktif.Inidilakukan 
bertujuan untuk memberikan bantuan stimulant berupa berupa barang/atau barang 
dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka untuk 
membentuk, memotivasi serta untuk menciptakan kemandirian keluarga yang 
dilakukan secara perorangan.Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama 
dengan instansi-instansi terkait telah banyak memberi bantuan modal dan usaha bagi 
keluarga anak jalanan yang kurang mampu, seperti bahan makanan ataupun modal 
untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.  
Keempat yaitu, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama.Kegiatan dilakukan 
dengan maksud untuk mengembangkan usaha eknomis produktif baik yang telah 
diberi modal maupun barang melalaui pembinaan dengan cara membentuk kelompok 
keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara lima sampai dengan sepuluh 
keluarga.  
Dan yang kelima yaitu, Pengembangan Kelompok Usaha Bersama. Maksud 
dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan usaha kelompok yang terdiri dari lima 
sampai dengan sepuluh keluarga yang ikut serta dan berhasil melalui pemberian 
modal usaha eknomis produktif dan juga pembentukan usaha kelompok bersama. 
....ada lima macam bentuk pemberdayaan terhadap keluarga yang dapat kita 
berikan. Dua diantaranya merupakan bentuk pelatihan, dan selebihnya yaitu 
pembentukan kelompok untuk usaha eknomis produktif  bersama dalam hal 
kegiatan yang biasa dikerjakan sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya, sperti 
usaha bengkel, usaha transportasi, usaha jahit-menjahit, usaha kios, usaha salon, 
ataupun usaha warung kecil, lalu di berikan modal untuk mengembangkan usaha 
tersebut serta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kegiatan pemberdayaan 
ini harus di awasi, di pantau secara berkala agar nantinya mereka tidak kembali 
ke jalan dan melakukan aktifitas yang sama di jalan-jalan yang berada di Kota 
Makassar. (Wawancara langsung Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kota 
Makassar, 2013). 
Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa lima macam bentuk 
pemberdayaan dari keluarga ada berupa pelatihan, dan ada pula berupa 
pembentukan usaha lalu pemberian modal dan mengembangkannya menjadi usaha 
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari keluarga anak-anak jalanan 
tersebut. Keluarga dari anak jalanan tersebut hendaknya juga di berikan 
pemberdayaan agar nantinya bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan 
keluarganya. 
4.1.5. Bimbingan Lanjutan 
Bimbingan lanjut merupakan lanjutan dari bentuk  pembinaan yang terdapat 
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun. Bimbingan lanjut merupakan usaha 
pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut 
adalah upaya pendampingan melalaui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi 
dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan 
usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia 
kategori produktif, balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan 
tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut 
dilakukan melalui monitoring, artinya para aparatur langsung turun ke tempat-tempat 
dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dinas Sosial 
Kota Makassar yang bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan monitoring tiap bulan 
setelah mereka sudah di rehab dan di berdayakan. 
4.1.6 Partisipasi Masyarakat 
Efektivitas partisipasi pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang bersifat 
relative. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai 
sejauh mana pembinaan ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat 
berpartisipasi dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan juga usaha rehab 
terhadap anak jalanan. Masyarakat bisa saja terdiri dari mahasiswa, yang bekerja di 
pos-pos pembinaan, maupun masyarakat pada umumnya. Tidak menutup 
pembinaan ini dilakukan hanya orang-orang tertentu atau hanya yang mempunyai 
jabatan saja.Karena partisipasi masyarakat juga penting, maka masyarakat juga 
harus menaati aturan atau sanksi yang jelas sudah ada di dalam aturan tersebut. 
Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dalam membina atau 
mencegah banyaknya jumlah masyarakat yang menafkahi dirinya dijalan raya yang 
ada di Kota Makassar, salah satunya yaitu tidak membiasakan berikan mereka uang 
di jalanan. Jelas hal ini sangat riskan terhadap apa yang sudah terteranya pasal 
sanksi di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan, yaitu 
dilarang memberikan uang di jalanan. Sebagai masyarakat yang baik hendaknya 
haruslah menaati aturan tersebut agar jumlahnya dapat di minimalisir dan sedikit 
demi sedikit bisa berkurang. 
…masyarakat harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai 
warga Negara yang baik dan menaati peraturan yang berlaku harusnya mereka 
tidak memberi anak-anak uang di jalan, karena nanti akan menjadi kebiasaasn 
bagi merka yang ada di jalanan tersebut. Terlepas dari memberikan uang di 
jalan, dalam bentuk iba maupun  kasihan tidak begini caranya. Ini merupakan 
cara yang tidak baik dalam membiasakan anak-anak jalanan tersebut menerima 
uang di jalan, di angkutan umum, maupun di tempat-tempat keramaian pada 
umumnya, seperti pasar, mall, atau pantai. (Wawancara langsung Kasi 
Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Makassar) 
 
Tabel 4.1.6 Jumlah Pengemis, Gelandangan, Dan Anak Jalanan Menurut Kecamatan 
Di Kota Makassar Tahun 2011 
KODE 
WIL 
Kecamatan THN. 
 
GELANDANGAN, 
PENGEMIS 
ANAK JALANAN 
(1) (2) (3) (4) (5) 
010 MARISO  11 157 
020 MAMAJANG 8 116 
030 TAMALATE 20 39 
031 RAPPOCINI 9 72 
040 MAKASSAR 29 133 
050 UJUNG PANDANG 5 15 
060 WAJO 3 25 
070 BONTOALA 12 40 
080 UJUNG TANAH 6 63 
090 TALLO 22 24 
100 PANAKKUKANG 28 150 
101 MANGGALA 7 21 
110 BIRINGKANAYA 6 11 
111 TAMALANREA 31 35 
7371 MAKASSAR 2012  269 990 
2011 204 918 
 
 
 
 
2010 186 901 
2009 144 870 
2008 340 869 
2007 280 1407 
 
 
Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar 
 
1165 4766 
 
 
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Peratutan Daerah No 2 
Tahun 2008 
Dari penjelasan tentang bentuk pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial 
kota Makassar maka jelas bahwa seharusnya jumlah anak jalanan, gelandangan, 
pengemis, dan pengamen seharusnya bisa diminimalisir namun kenyataanya 
bahawa tiap tahun jumlahnya semakin bertambah. Di dalam Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan beberapa telah dijelaskan 
mengenai pertama program pembinaan yang terdiri dari tiga tahap yaitu pembinaan 
pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, kedua ekspoiltasi, 
ketiga pemberdayaan, keempat bimbingan lanjut, serta kelima partisipasi masyarakat 
masih ada saja kejanggalan demi kejanggalan yang ditemui di lapangan. Daftar tabel 
4.2 merupakan fakta bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dari yang 
berjumlah 869 meningkat menjadi 990 pada tahun 2012. Mungkin pertambahan dari 
jumlah anak jalanan ini tidak begitu pesat, tapi kecenderungan implementasi 
peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan berjalan 
tidak sesuai harapan masyarakat Kota Makassar.  
Penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial dengan berprioritas pada 
pembuatan posko masih belum efektif untuk mengurangi keberadaan mereka di jalan 
raya. Ini kemudian yang menjadi fokus utama saat ini agar dinas sosial lebih 
memprioritaskan pembuatan program yang lebih menekan tingginya permasalahan 
sosial yang menyangkut keberadaan anjal dan gepeng di tempat-tempat umum di 
kota Makassar. 
Disisi lain permasalahan menyangkut implementasi kebijakan peraturan daerah 
no 2 tahun 2008 merupakan permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi 
perilaku (behavior) masyarakat, dengan pola dan sub kultur yang berkembang di 
jalanan sebagai daya tarik bagi masyarakat yang ingin mencari keuntungan dengan 
menjadi gelandangan ibu kota dan turun ke jalanan-jalan dan tempat umum untuk 
menjadi tukang peminta-minta. Ataukah anak yang di eksploitasi oleh orang tua 
mereka untuk mennghasilkan pendapatan di jalanan. Kecenderungannya bila tidak 
ada upaya mengatasi bukan hanya sekedar turun, tetapi lambat laun bekerja dan 
hidup di jalan menyatu dengan anak jalanan lain. Terkait dengan kondisi di atas, 
diperlukan model pendekatan guna terjadinya perubahan perilaku pada diri anak 
jalanan ke arah yang dikehendaki dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Hurlock (1979) 
bahwa “sikap seseorang tidak hanya ditentukan oleh pribadi orang yang 
bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan, artinya sikap 
orang-orang di sekelilingnya terhadap diri orang yang bersangkutan.” 
Fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya di Kota Makassar. 
Fakta tersebut jelas tidak terjadi begitu saja tetapi ada hal-hal yang 
mempengaruhinya. Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa Pemerintah Kota 
Makassar melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak 
jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen sebagai upaya untuk meminimalisir 
jumlah anak jalanan masih saja mengalami banyak tantangan. 
4.2.1 Faktor-Faktor Pendukung 
Sejak ditetapkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang 
pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai landasan 
hukum yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal meminimalisir 
jumlah anak jalanan yang beroprasi dan beraktivitas di tempat-tempat umum, ada 
beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa 
diantaranya yaitu : 
a. Tersedianya Regulasi (Peratuan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen data 
terlampir)  
Berbicara tentang masalah faktor yang mendukung keinginan pemerintah kota 
makassar untuk meminimalisir jumlah anjal dan gepeng yang berkeliaran atau 
yang melakukan aktivitas di jalan maupun di tempat-tempat umum yang ada di 
kota makassar. Sulitnya mengatasi permasalahan tersebut tidaklah mudah. 
Pasalnya sejumlah anak jalanan atau gelandagan yang terjaring dalam razia yang 
kemudian dimasukkan dalam tempat tertentu untuk diberikan pembinaan dan 
keterampilan lainnya, tidak bisa menjamin mereka untuk tidak akan kembali lagi 
ke jalan. Pemerintah kota makassar sejak tahun 2008 sudah membuat suatu 
regulasi atau aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara 
khusus tentang pembinaan anak jalanan di kota makassar.  
Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar 
hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan, 
gepeng, dan pengamen di kota makassar dengan cara memberikan pembinaan 
sebagai mana yang telah di jalaskan pada bagian sebelumnya bahwa mereka 
yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai gelandagan 
atau pengemis yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi mereka telah 
memiliki kemampuan atau skill untuk mengembangkan potensi atau bakat yang 
dia milikinya setelah di berdayakan.  
 
b. Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan 
perusahaan swasta 
Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Anak Jalanan ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar 
yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swastadan instansi yang 
terkait sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengadaan yang lebih 
memadai dalam membina anak jalanan ini. Hal ini secara jelas sudah disepakati 
bersama antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar 
bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan 
menandatangani MOU (Memories Of Understanding). Dimana MOU tersebut 
merupakan dasar atau sebuah kontrak kerja sama untuk pengadaan stimulant 
peratalan kerja dan pelatihan keterampilan anak-anak jalanan yang sudah 
menguasai materi yang telah diberikan saat mereka berada dipanti rehabilitasi. 
“kami juga telah membuat kerja sama  dengan lembaga sosial lainya untuk 
diberikan rehabilitasi agar meraka yang terjaring seperti gembel dan pengemis 
tidak turun ke jalan lagi mengganggu kepentingan umum,” wawancara Kepala 
Dinas Sosial Makassar, 2013 
Pemerintah kota Makassar melalui Dinas sosial kota Makassar Telah 
menandatangai kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan swasta 
tersebut. Hasil dari kerjasama tersebut telah memberikan dampak positif bagi 
meraka yang terjaring dan telah ditempatkan di beberapa perusahan swasta yang 
berada di kota makassar. Untuk platihan keterampilan, direncanakan akan 
menyentuh sekitar 60 orang. Jenis pelatihan yang diberikan menyangkut 
kewirausahaan dengan modal kecil. Sementara untuk anak miskin putus sekolah 
direncanakan akan bersekolah dan jumlah anak yang akan disekolahkan sekitar 
400 anak. Disamping itu, mereka yang telah di tempatkan di perusahaan-
perusahaan swasta diberi upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan atau profesi 
yang dimilikinya serta sesuai dengan jenjang karir dalam perusahaan tersebut. 
c. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di 
Kota Makassar. 
Walaupun isi suatu kebiajakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara 
jelas dan konsiten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang 
melaksanakan, implementasi dari suatu kebijkan tidak akan berjalan efektif. 
Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumberdaya 
manusia (human resources), maupun sumberdaya non-manusia (non-human 
resources), Karenanya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting 
dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal 
di kertas menjadi dokumen saja. Seperti yang telah di jelaskan pada bab 
sebelumnya, penempatan aparatur di tiap-tiap posko anak jalanan cukup 
memadai. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota 
Makassar maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP 
(Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh anak jalanan dan 
masyarakat sekitar.  
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program  pembinaan 
anak jalanan di kota Makassar. 
Suatu kebijakan akan terimplementasikan dengan baik jika sarana dan 
prasarananya yang menunjang terealisasinya peraturan daerah tersebut tersedia. 
Seperti halnya juga dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sarana dan prasarana sangatlah 
dibutuhkan. Karena dalam membina anak jalanan disamping aparatur pemerintah 
dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dibutuhkan pula sarana seperti rumah 
singgah, posko-posko pemantauan anak jalanan, dan beberapa prasarana di 
panti rehab sebagai upaya pemberdayaan anak-anak jalanan tersebut. Dalam 
memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam memberikan sarana dan prasaran, 
Pemerintah Kota Makassar menjalain kerja sama dengan LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial Provinsi Kota Makassar, Satpol PP (Satuan 
Polisi Pamong Praja), Polisi, dan sejumlah mahasiswa yang ada di KPAJ 
(komunitas Perlindungan Anak Jalanan). Dengan adanya sarana dan prasarana 
program pembinaan anak jalanan berjalan dengan baik dan lancar. 
….dalam membina anjal dan gepeng serta pengamen selama ini 
memafasilitasinya dengan tersedianya saran dan prasarana dan semuanya itu 
disediakan atas kerjasama dengan Dinas Provinsi Kota Makassar, LSM, 
Satpol PP, Polisi, serta sejumlah mahasiswa. Wawancara langsung Kepala 
Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kota Makassar,2013 
 
e. Anggaran Yang Memadai  
Mengenai anggran yang merupakan faktor pendukung dari program pembinaan 
anak jalanan di Kota Makassar, pihak Dinas Sosial Kota Makassar tidak megalami 
hambatan. Meskipun anggaran merupakan hal yang sangat krusial untuk 
mengembangkan suatu program, tetapi tidak bagi Dinas Sosial Kota Makassar. 
Anggaran yang didapat dari Dinas Sosial Kota Makassar diperoleh dari pusat.  
Dilansir dari media online bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Makassar telah 
mengucurkan dana yang merupakan tabungan dengan nilai sebesar Rp. 
1.500.000 bagi setiap anak jalanan,  
….“Selain disekolahkan mereka akan mendapatkan tabungan sekitar Rp1,5 juta 
peranak. Dana tersebut akan dijadikan sebagai jaminan agar anak tersebut 
tetap bersekolah disaat bantuan tidak lagi kucur. “Setiap anak akan 
mendapatkan tabungan sebesar Rp1,5 juta. Tabungan ini hanyalah sebagai 
jaminan saja jika anggaran dari pemerintah tidak kucur lagi,” . (Hasil wawancara 
langsung Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar; 2013) 
 
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat 
Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung terjalannya Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan 
pengamen ada pula faktor-faktor yang sifatnya penghambat implementasi dari 
jalannya kebijakan daerah tersebut. Beberapa diantaranya yaitu, 
a. Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi 
Kota metropolitan seperti Kota Makassar tidak terlepas dari yang namanya 
modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Ketiga faktor tersebut biasanya 
merupakan faktor penghambat dari jalannya suatu aturan. Modernisasi menyebabkan 
laju informasi dan komunikasi kian tahun semakin pesat. Tidak heran orang-orang 
pada berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan segera. 
Modernisasi menyebabkan kehidupan semakin hari kian modern saja. Dampak dari 
modernisasi menyebabkan kota Makassar menjadi kota dunia dan orang-orang yang 
dianggap marginal harus terpinggirkan.  
Kedua yaitu, indusrtialisasi yang mengakibatkan pekerjaan kalangan dari usaha 
kecil menengah semakin tergeser saja. Kemajuan industrialisasi di kota makassar 
menyebabkan kota ini semakin berkembang, dan masalah pun muncul seiring 
dengan berkembangnya dunia perindustrian di kota makassar. Selaindua hal 
tersebut diatas, urbanisasi juga merupakan salah satu faktor penghambat.  
Dimana urbanisasi penyebab dari laju pergeseran penduduk dari desa ke kota. 
Karena semakin banyakanya penduduk yang mengaggap kota merupakan sumber 
pekerjaan yang layak, maka tidak heran banyak masayarakat desa mencari 
pekerjaan di kota. Hal ini adalah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan 
berkembang pesatnya jumlah pengangguran yang berpotensi untuk menjadi 
gelandagan dan pengemis yang kemudian beroperasi atau yang beraktivitas di Kota 
Makassar akibat modernisasi, industrialisasi serta urbanisasi yang berjalan sangat 
pesat. Hal tersebut mengakibatkan keadaan kota yang secara langsung 
mengundang masyarakat miskin semakin tergusur dengan kebodohan akan 
ketidaktahuan mengenai ketiga hal tersebut diatas. 
Kota yang padat akan penduduknya dan masyarakat miskin yang tidak tahu 
seperti apa ketiga hal tersebut di atas menjadi faktor penyebab banyak keluarga 
yang bermasalah, adanya anak yang kekurangan gizi, kurang perhatian, kurang 
pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk 
bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan 
mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, 
orang lain lebih dewasa. 
b. Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan faktor utama dari penyebab adanya gelandagan, 
pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Kemiskinan sendiri identik dengan 
kebodohan dan rentannya masalah ekonomi tergantung dari garis kemiskinan. Kita 
ketahui krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia sejak Tahun 1997 yang 
ditandai dengan terjadinya krisis moneter hingga berlakunya kebijakan menaikkan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) awal maret 2005, mengakibatkan banyak terjadinya 
peningkatan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dari data 
diatas jumlah anak jalanan pada tahun 2007 sebesar 1.025 anak jalanan, dan untuk 
gelandagan pengemis pada tahun 2007 jumlahnya mencapai 280 dan sejak di 
berlakukanya perda tahun 2008 maka pada tahun 2009 mengalami penurunya 
menjadi 144 orang dan jumlah anak jalanan menurun menjadi 810 anak jalanan, dan 
meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu berkisar 900 lebih anak jalanan 
dan 266 untuk gelandagan dan pengemis. Terjadinya peningkatan jumlah tersebut 
disebabkan faktor kemiskinan ditengah himpitan ekonomi keluarga yang melanda. 
Masalah kemiskinan memang kerap kali menimpa bangsa Indonesia yang biasa di 
sebut dengan Negara berkembang.Tidak dipungkiri lagi kemiskanan melekat dengan 
Negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia. Kemiskinan identik dengan 
anak-anak di jalanan, karena mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak dan 
biaya yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu hari saja. Karena 
mereka miskin, mereka banyak meminta-minta di jalan hanya untuk mendapatkan 
hasil dan bisa memenuhi kebutuhannya pada hari itu juga. Pemerintah dari tahun ke 
tahun sudah mengetahui hal ini, bukan berarti pemerintah tidak bisa ambil tindakan, 
hanya saja pemerintah tidak cukup kuat mempunyai landasan hukum yang kuat 
untuk meminimalisir keberadaan anak-anak jalanan, gelandagan dan pengemis yang 
meresahkan masyarakat di sekitarnya. 
...selama ini yang menjadi penghambat kami dalam melakukan peminimalisiran 
jumlah anak jalanan yang berada dan beroperasi di tempat-tempat umum yang 
ada di Kota Makassar yaitu, masalah kemiskinan yang mengrogoti masyarakat 
Kota Masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah. Inilah yang susah 
untuk dipecahkan bagaimana cara untuk mengentaskan permasalahan ini. (Hasil 
Wawancara dengan Kasi Pembinaan Dinas Sosial Kota Masyarakat,2012). 
c. Perubahan sosial  
Dalam masyarakat. Perubahaan sosial merupakan perubahan pada segi struktur 
sosial dan hubungan sosial (Iskandar, 1995). Perubahan sosial diartikan sebagai 
suatu proses yang berlangsung dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial 
(Rogers, 1969). Diartikan pula sebagai segala yang berlaku dalam suatu jangka 
waktu, pada peranan institusi atau hal lainnya yang meliputi struktur sosial, termasuk 
kemunculan dan kemusnahannya. Perubahan sosial juga berarti perubahan dalam 
hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas (Sajogyo, 1985). 
Penjelasan di atas memperlihatkan perubahan sosial adalah suatu kondisi yang bisa 
terjadi di semua lini, sebagai akibat adanya pergeseran/perubahan dalam 
masyarakat, dengan norma, sistem nilai (value system), kebiasaan (adat istiadat), 
pola interaksi, pola komunikasi, struktur dan hal-hal lain yang ada di dalamnya, yang 
turut berubah seiring dengan perubahan yang terjadi.Bagi anak tidak ada pemberian 
yang lebih baik dari pada ibu bapaknya, kecuali pendidikan yang baik dalam 
menanamkan budi pekerti yang luhur, juga bimbingan untuk belajar mengucapkan 
kata-kata yang baik dan diajarkan cara untuk menghormati orang lain serta 
menghormati dirinya sendiri. Faktor terpenting sebagai usaha menanamkan tata 
krama dan membentuk perilaku yang baik pada anak adalah dengan memberi contoh 
langsung melalui keteladanan dari sikap orang tua sehari-hari. Sebagaian besar 
masyarakat telah paham akan pentingnya peranan orang tua/keluarga dalam skema 
pembinaan 
d. Kondisi sosial 
Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial 
yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang 
menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa 
depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi ”masalah” bagi 
banyak pihak keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi keluarga yang kurang 
menyebabkan banyaknya anak-anak mereka tidak mendapat kehidupan yang 
layak.Mereka pun turun ke jalan entah itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman 
atau untuk mencari rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri.Kondisi keluarga 
dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut. 
Kedua hal itu harusnya menjadi pondasi yang kuat dalam mengarungi kerasnya 
persaingan di kota Makassar yang semakin hari kian modern saja.  Tetapi, tidak 
untuk anak jalanan, mereka yang beraktivitas di jalanan hanya memikirkan 
bagaimana mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu saja.Namun, perhatian 
terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah 
saudara kita, mereka juga adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus 
dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang manjadi manusia dewasa 
yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.  
….kondisi lingkungan terutama orang tua ikut berperan dalam menentukan masa 
depan anak-anaknya. Karena anak-anak melihat apa yang dilakukan orang 
dewasa, mereka meniru. Seperti yang dilakukan orang tua mereka di jalan, 
mereka pun ikut melakukannya. Jadi apa yang ditanamkan dalam prilaku keluarga 
begitu juga yang dirasakan oleh anak-anaknya. (Hasil Wawancara dengan Staf 
Kasi Pembinaan Dinas Sosial Kota Makassar,2012.) 
 
 
anak jalanan. Salah satu tekanan yang penting dibahas yaitu pentingnya 
pendidikan baik secara formal maupun non-formal dalam membesarkan seorang 
anak. Pendidikan paling tidak akan menghindarkann orang tua dari tindak kekerasan 
maupun tindakan eksploitasi terhadap anak-anaknya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini , maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Implemetasi Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinanaan anak jalanan, 
gelandagan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang 
mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan social 
menyangkut anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen. 
2. Dalam pelaksanaanya pemerintah kota Makassar telah berupaya 
melakukan kegiatan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen berupa pembinaan pencegahan, pembinaan 
lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang 
tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar. 
3. Untuk menunjang keberhasilan pelaksaan peraturan daerah no 2 tahun 
2008 pemerintah kota Makassar melalui dinas social kota Makassar 
melakukan kerja sama dengan lembaga social lainya seperti panti asuhan, 
kepolisian, dan element-element lainya yang mendukung kegiatan-kegiatan 
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas social kota Makassar. 
4. Faktor penghambat antara lain yaitu industrialisasi, modernisasi, dan 
urbanisasi. Jaman sekarang semua serba canggih jadi, masyarakat 
dituntut untuk mengikuti pekembangan jaman kalau mereka tidak ingin 
ketinggalan. Dan hal inisangat riskan bagi masyarakat marginal karena 
mereka tidak sepenuhnya tahu akan hal tersebut. Lalu dengan adanya 
kemiskinan, jelas dengan adanya kemiskinan, dan pengangguran yang tiap 
tahun semakin tajam peningkatannya, maka tidak heran ada sebagian 
masyarakat marginal mencari kehidupan mereka di jalanan. Karena kondisi 
ekonomi dan social yang mengharuskan mereka melihat keadaan yang 
tidak terdukung dengan sarana dan prasarana yang memadai oleh 
pemerintah. Selain itu kondisi soail juga ikut berpengaruh Di satu sisi 
mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (income) 
yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan 
keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang 
merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban 
jalan, merusak body mobil dengan goresan dan lain-lain.  
B. Saran 
1. Secara teoritis, fokus utama pada anak jalanan adalah pada 
perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model 
pertolongan terhadap anjal  dan gepeng bukan sekadar menghapus 
mereka dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup 
mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi 
yang eksploitatif dan membahayakan. Mengacu pada prinsip-prinsip 
profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan 
sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, 
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan 
berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara 
sungguh-sungguh hak-hak dasar sesuai dengan aspirasi terbaik 
mereka (the best interest of the children) (Suharto, 2006; 2007). 
2. Peningkatan kesadaran masyarakat. 
Penanggulangan dapat dilakukan yaitu dengan membuat program 
peningkatan kesadaran masyarakat. Aktivitas program ini untuk 
menggugah masyarakat agar mulai tergerak dan peduli terhadap masalah 
anak jalanan. Kegiatan ini dapat berupa penerbitan bulletin, poster, buku-
buku, iklan layanan masyarakat di TV, program pekerja anak di radio dan 
sebagainya. 
Program penanggulangan diatas diharapkan bisa memberikan kesadaran 
penuh kepada mereka yang terlantar bahwa manusia dapat memperbaiki 
kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisir tindakan kolektif 
dan tindakan kolektif tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat untuk 
melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera. 
3. Penggalakan lembaga-lembaga penampung anak jalanan, gelandangan, 
penegemis dan pengamen. 
Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga-lembaga penampung seperti 
halnya LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) maupun instansi 
lainnya.Lembaga tersebut ddapat dijadikan sebagai wadah untuk 
menampung anjal, gepeng, dan pengamen untuk mengasah keterampilan 
dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih produktif dan 
ekonomis. 
4. Pemberian fasilitas pendidikan yang layak 
Pemerintah harus mampu memfasilitasi pendidikan dan keterampilan yang 
layak bagi mereka agar tidak kembali lagi ke jalan.Karena mereka adalah 
asset bangsa yang tak ternilai harganya juga penerus-penerus bangsa. 
Mereka yang seharusnya duduk dibangku sekolah karna himpitan ekonomi 
mereka harus turun kejalanan untuk menyambung hidup mereka padahal 
sebagai anak bangsa mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak 
dari pemerintah. Jika UUD pendidikan yang menyatakan bahwa anggaran 
pendidikan harus di alokasikan sebesar 20% dari APBN dapat 
terimplementasi maka negara akan mampu untuk menyediakan 
pendidikan gratis, sehingga dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan 
anak jalanan dapat diminimalisir. 
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WALIKOTA MAKASSAR 
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
NOMOR 2 TAHUN 2008 
TENTANG 
BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR 
TAHUN 2008 
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2008 
1 
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
Nomor 2 Tahun 2008 
TENTANG 
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS 
DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MAKASSAR, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilainilai keadilan, ketertiban dan 
kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 
1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan,gelandangan, 
pengemis dan pengamenagar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih 
bermartabat; 
b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain danketentraman di tempat 
umum sertamemungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, 
sehinggaperlu segera dilakukan penanganan secara konfrehensif, terpadu dan 
berkesinambungan; 
c. bahwa pengaturan pembinaan anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
yang ada tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembinaan 
Paragraf Satu 
Pembinaan Pencegahan 
Pasal 6 
(1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk 
mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen; 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. pendataan; 
b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 
c. sosialisasi; 
d. kampanye. 
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, 
organisasi sosial dan instansi terkait; 
(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah 
ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 
 
Pasal 7 
(1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini 
dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen;(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 6 ayat  
(2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrument pendataan yang memuat 
tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan 
sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang 
dihadapi; 
(3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama 
dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
Pasal 8 
(1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab 
munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud 
dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara : 
a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar; 
b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan 
pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga 
maupun secara berkelompok. 
 
(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsure 
masyarakat. 
Pasal 9 
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini 
yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi : 
a. sosialisasi secara langsung; 
b. sosialisasi secara tidak langsung. 
(2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini 
dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, 
organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah; 
(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini 
dapat melalui media cetak maupun media elektronik; 
(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan 
(3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, 
organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait. 
Pasal 10 
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini 
untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan 
kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen; 
(2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok 
masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, 
pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; 
(3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki 
kepedulian yang tidak mengikat;  
(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah 
ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
Paragraf Dua 
Pembinaan Lanjutan 
Pasal 11 
(1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan 
pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari 
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
(2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara : 
a. Perlindungan; 
b. Pengendalian Sewaktu-waktu; 
c. Penampungan Sementara; 
d. Pendekatan Awal; 
e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment); 
f. Pendampingan Sosial; 
g. Rujukan. 
Pasal 12 
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah 
ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk 
tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) 
dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen sering melakukan aktifitasnya; 
(2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas 
Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau 
unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga social masyarakat (LSM); 
(3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan 
kampanye dan kegiatan sosialisasi; 
(4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan 
tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan 
situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut. 
Pasal 13 
(1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP 
dan 
dapat dengan unsur POLRI;  
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan 
secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial 
dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum; 
(3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang 
mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, 
perlindungan anak dan tujuan pembinaan. 
Pasal 14 
(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c 
Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti social 
pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud; 
(2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan 
mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi social (outbound); 
(3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 
Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan 
menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 15 
(1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar 
belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang 
bersangkutan; 
(2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai 
landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. 
Pasal 16 
(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami 
masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen; 
(2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya 
dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing; 
(3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan 
selanjutnya; 
(4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan 
temu bahas (case conference). 
 
Pasal 17 
(1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan 
Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan; 
(2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan 
oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga social 
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan. 
Pasal 18 
Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini 
meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal 
dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam 
panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, 
perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Paragraf Tiga 
Usaha Rehabilitasi Sosial 
Pasal 19 
(1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu 
melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus 
diadakan rehabilitasi sosial; 
(2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : 
- Anak Jalanan Usia Produktif; 
- Anak Jalanan Usia Balita; 
- Anak Jalanan Usia Sekolah; 
- Gelandangan Psikotik; 
- Gelandangan Usia Lanjut; 
- Pengemis Usia Produktif; 
- Pengemis Usia Lanjut; 
- Pengemis Eks Kusta 
- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan; 
- Pengamen yang beraktifitas di jalanan. 
(3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan 
melalui sistem panti dan/atau luar panti. 
Pasal 20 
Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah 
ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu : 
a. Bimbingan Mental Spiritual; 
b. Bimbingan Fisik; 
c. Bimbingan Sosial; 
d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan; 
e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja; 
f. Penempatan. 
Pasal 21 
(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok 
sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, 
bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan; 
(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini 
meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan; 
(3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini 
sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan 
tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan 
maupun secara berkelompok; 
(4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d 
Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan 
pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak serta menciptakan kemandirian individu; 
(5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 
ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja 
sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder; 
(6) Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e 
Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai 
dengan jenis keterampilan yang diperoleh; 
(7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini 
dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk 
meperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak 
agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat. 
Pasal 22 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam 
keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan; 
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan kegiatan 
Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat; 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh pekerja 
sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan 
anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan. 
Pasal 23 
Jenis usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 19 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia sekolah, meliputi : 
a. Bimbingan Mental Spiritual; 
b. Bimbingan Fisik; 
c. Bimbingan Sosial; 
d. Bimbingan Pra Sekolah; 
e. Bantuan Stimulans Beasiswa dan Peralatan Sekolah; 
f. Penempatan. 
Pasal 24 
(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah 
atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi 
pekerti dilakukan oleh Pendamping; 
(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini 
meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan; 
(3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini 
sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan 
kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri; 
(4) Bimbingan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d Peraturan Daerah 
ini dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk 
mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, 
terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan 
pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh 
instansi terkait, pendamping dan stakeholder; 
(5) Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 
23 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi belajar dan meringankan beban 
keluarga penerima pelayanan; 
(6) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan dilaksanakan dalam 
bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stake holder; 
(7) Penempatan sebagaimana dimaksud Pasal pada 23 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi 
kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan 
mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut: 
a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak 
dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah; 
b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan 
mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program paket A,B dan C. 
Pasal 25 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya 
dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal 
yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau 
stake holder. 
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini sebagai berikut: 
a. merujuk kerumah sakit jiwa dalam upaya penyembuhan; 
b. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke 
daerah asal yang telah dinyatakan sehat dari rumah sakit bersangkutan. 
Pasal 26 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dimaksudkan untuk 
memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;  
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui 
upaya : 
a. pembinaan keluarga; 
b. rujukan. 
(3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini dilakukan melalui 
bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan 
kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis; 
(4) Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah ke panti jompo; 
(5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini 
dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo. 
Pasal 27 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan 
kehidupan yang layak dan bermartabat. 
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dilakukan melalui upaya : 
a. Bimbingan Mental Spiritual; 
b. Bimbingan Sosial; 
c. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; 
d. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja dan/atau Modal Usaha; 
e. Pengembalian dan atau Pemulangan ke Daerah Asal. 
Pasal 28 
(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a 
Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi 
pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum; 
(2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan 
Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan 
kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri; 
(3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 
(2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 
yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dimana berdomisili; 
(4) Bantuan stimulans peralatan kerja dan atau modal usaha sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif 
yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki 
untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan 
bermartabat; 
(5) Bantuan stimulans modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d 
Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif berupa modal usaha yang 
disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki; 
(6) Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 
27 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke 
lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan atau 
Satpol PP. 
Pasal 29 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi pengemis eks kusta dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh 
penghidupan dan kehidupan yang layak; 
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui 
upaya : 
a. bimbingan mental spiritual; 
b. bimbingan sosial ; 
c. bimbingan hukum; 
d.pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga; 
e. bantuan stimulans untuk keluarga; 
f. pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal. 
Pasal 30 
(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a 
Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi eks 
kusta agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum; 
(2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan 
Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak 
melakukan aktifitas mengemis di tempat umum; 
(3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa 
keberadaan mereka mengemis di tempat umum mengganggu ketertiban umum; 
(4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 
(2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan 
sesuai kemampuan yang mereka miliki kepada keluarga eks kusta yang memiliki anggota 
keluarga usia produktif; 
(5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e Peraturan 
Daerah ini diberikan kepada keluarga eks kusta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, 
dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian 
usaha sehingga dapat hidup secara layak; 
(6) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 
(2) huruf f Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga 
dan masyarakat; 
(7) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini 
dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol PP; 
(8) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, 
instansi terkait dan lintas daerah. 
Pasal 31 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk 
memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh aktifitas yang bersifat produktif dan 
penyaluran bakat seni, 
sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup; 
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini, dilakukan upaya berupa : 
a. Bimbingan Mental Spiritual; 
b. Bimbingan Sosial ; 
c. Bimbingan Hukum; 
d. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; 
e. Bantuan Stimulans; 
f. Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C); 
g. Pembinaan Pola Kemitraan Usaha; 
h. Pelatihan Pengembangan Bakat Seni. 
Pasal 32 
(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a 
Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi 
pengamen agar tidak melakukan aktivitas di jalanan; 
(2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan 
Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak 
melakukan aktivitas di jalanan; 
(3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa 
aktifitas mereka mengamen di jalanan, mengganggu ketertiban umum; 
(4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 
(2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan 
sesuai kemampuan yang mereka miliki;  
(5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan 
kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;  
(6) Pendidikan non formal (Paket A,B,C) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) 
huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan  untuk memberikan kesempatan kepada pengamen 
yang putus sekolah dan masih memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan formal; 
(7) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g 
Peraturan Daerah ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan bagi 
stakeholder baik secara individu, kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat untuk ikut 
berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan 
kewirausahaan dan bakat seni yang dimiliki pengamen;  
(8) Pelatihan pengembangan bakat seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) 
huruf h Peraturan Daerah ini sebagai proses untuk melatih dan mengembangkan bakat seni 
pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan klinik musik dan/atau 
pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, 
kemampuan dan kualitas musik. 
Pasal 33 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Daerah ini bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan 
dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang 
dilaksanakan berdasarkan standarisasi sistem pelayanan panti asuhan; 
(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan 
sebagai upaya, untuk : 
a. Penyadaran Hukum; 
b. Konfirmasi Kelembagaan; 
c. Pembinaan Keluarga; 
d. Pemulangan ke Daerah Asal. 
 
 
Pasal 34 
(1) Penyadaran hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan 
Daerah ini dilakukan oleh tim pokja bersama pengurus lembaga sosial atau panti social untuk 
memberikan kesadaran hukum sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa 
aktifitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat, dan/atau merupakan 
pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat di proses secara hukum 
berdasarkan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
(2) Konfirmasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b 
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh tim pokja bersama pengurus lembaga sosial atau 
panti 
asuhan yang merasa dirugikan untuk mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang 
merekomendasi aktivitas pengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti 
asuhan; 
(3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c Peraturan 
Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara 
langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak 
lagi melakukan aktivitas mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti 
asuhan; 
(4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf d 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali kelingkungan 
keluarga, masyarakat dan daerah asal. 
Bagian Ketiga 
Eksploitasi 
Pasal 35 
(1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksploitasi 
dalam wilayah kota;  
(2) Pelaku eksploitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh 
kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua 
orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku 
eksploitasi yang dilakukan  oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses 
hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
(3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha 
pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah mengeksploitir anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, dan  pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga 
sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya 
bagi anak dibawah umur; 
(4) Bentuk usaha pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa : 
a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak 
melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media 
cetak serta penyebar luasan informasi melalui brosur, pamplet, spanduk, papan bicara dan 
dialog interaktif; 
b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 
eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 
c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui 
pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada 
yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku; 
Bagian Keempat 
Pemberdayaan 
Pasal 36 
(1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, 
keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan 
kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial; 
(2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terdiri atas orang tua 
kandung, saudara kandung, anak kandung, kakek dan nenek dan/atau walinya; 
(3) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu 
proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan 
bimbingan dan pelatihan keterampilan; 
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau 
melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial; (5) 
Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional, Pekerja 
Sosial Masyarakat (PSM), anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti 
bimbingan dan pelatihan pendampingan. 
 
Pasal 37 
Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah 
ini dilaksanakan melalui : 
a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga; 
b. Pelatihan Kewirausahaan; 
c. Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP); 
d. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 
e. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
Pasal 38 
(1) Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 
huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang 
disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya, yang dilaksanakan bekerja 
sama dengan lintas sektoral dan stake holder; 
(2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf b Peraturan 
Daerah ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip 
usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan 
berdasarkan kondisi lingkungan tempat mereka berdomisili sehingga mereka dapat 
termotivasi untuk melakukan aktifitas usaha mandiri guna membantu penghasilan 
keluarganya; 
(3) Pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada 
pasal 37 huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan guna memberikan bantuan stimulant berupa 
barang / bahan dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka 
membentuk dan memotivasi untuk menciptakan kemandirian keluarga yang dilakukan secara 
perorangan; 
(4) Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada pasal 37 
huruf d Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif 
melalui pembinaan dalam bentuk pengelompokan keluarga yang memiliki jenis usaha yang 
sama antara 5 sampai 10 keluarga; 
(5) Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 
37 huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok usaha 
bersama yang berhasil melalui pendekatan pemberian modal usaha pengembangan. 
Bagian Kelima 
Bimbingan Lanjut 
Pasal 39 
(1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta 
dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha 
rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana 
dan berkesinambungan; 
(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui 
kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah. 
Pasal 40 
(1) Sasaran bimbingan lanjut, adalah : 
- Anak Jalanan Usia Produktif; 
- Anak Jalanan Usia Balita; 
- Anak Jalanan Usia Sekolah; 
- Gelandangan Psikotik; 
- Gelandangan Usia Lanjut; 
- Pengemis Usia Produktif; 
- Pengemis Usia Lanjut; 
- Pengemis Eks Kusta; 
- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan; 
- Pengamen yang beraktifitas di jalanan. 
(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi rujukan untuk 
melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian. 
Bagian Keenam 
Partisipasi Masyarakat 
Pasal 41 
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga; 
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan 
cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial; 
(3) Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
pasal ini berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan 
pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk 
tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum; 
(4) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dengan cara tidak membiasakan 
memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, 
pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga 
sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum. 
Pasal 42 
Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen serta pengemis yang 
mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada 
panti sosial resmi yang ada dan/atau melalui rekening resmi Pemerintah. 
BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 
Pasal 43 
(1) Setiap pengguna jalan berhak dan berkewajiban untuk hidup damai, aman dan tenteram 
tanpa ada tekanan; 
 
